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RINGKASAN

Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Pembelian Sepeda Motor Yamaha Dengan
Jaminan Fiducia Pada P.T Bussan Auto Finance Jember Ditinjau Dari Aspek
Hukum Perdata.

Roda perekonomian Tndonesia saat ini perkembangannya semakin meningkat
sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kenyataannya, disatu sisi ada masyarakat
yang kelebihan dana akan tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk
mengusahakannya dan disisi lain ada kelompok masyarakat yang memiliki
kemampuan untuk berusaha namun terhambat karena kekurangan atau tidak
mempunyal dana, P.T Bussan Auto Finance Jember, perusahaan vang bergerak
dalam bidang pembiayaan konsumen menerapkan perjanjian pembiayaan dengan
jaminan fiducia. Pembiayaan konsumen ini dianggap sebagai sarana kredit yang
mudah, cepat dan sederhana,

Permasalahan yang akan dibahas adalah tentang mekanisme terjadinya pembuatan
perjanjian pembiayaan konsumen dalam pembelian sepeda motor Yamaha pada
P.T Bussan Auto Finance Jember, pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen
dalam pembelian sepeda motor Yamaha pada P.T Bussan Auto Finance Jember,
serta cara penyelesaian pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dalam
pembelian sepeda motor Yamaha pada P.T Bussan Auto Finance Jember dan
tujuan penulisan ini ada dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan masalah
yang bersifat yuridis normatif Bahan hukum yang digunakan adalah bahan
hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum yang diperoleh tersebut,
selanjutnya diolah dan dianalisis secara sistematis dengan menggunakan metode
analisis deskriptif kualitatif Akhirnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan
metode berpikir secara deduktif

Didalam pembahasan, membahas mengenai mekanisme terjadinya pembuatan
perjanjian pembiayaan konsumen pada P.T Bussan Auto Finance Jember adalah
dimulai dari permohonan pembiayaan konsumen vang diajukan debitor dan

pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada dasarnya terdapat dua faktor

xiii
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yang mempengaruhi yaitu faktor penunjang dan faktor penghambat serta
membahas cara penyelesaian apabila wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan
konsumen pada P T Bussan Auto Finance lJember adalah dengan cara
penyelesaian diluar pengadilan dan penyelesaian di Pengadilan Negeri yang
berwenang.

Saran yang dapat diberikan oleh penulis kepada kreditor dalam hal ini P.T Bussan
Auto Finance Jember adalah dalam pembuatan perjanjian sebaiknya dibuat sesuai
dengan undang-undang yang berlaku yaitu dengan cara dibuat di Notaris dan
didaftarkan pada kantor pendaftaran fiducia supaya mempunyai kekuatan hukum

yang sempurna.

Jurusan/Bagian Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas Jember

xiv
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Roda perekonomian Indonesia saat ini perkembangannya semakin
meningkat sesual dengan kebutuhan masyarakat Disatu sisi ada masyarakat yang
kelebthan  dana akan tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk
mengusahakannya dan disisi lain ada kelompok masyarakat yang memiliki
kemampuan untuk berusaha namun terhambat karena kekurangan atau tidak
mempunyai dana. Dengan adanya perbedaan yang sangat menonjol tersebut maka
akan ada usaha-usaha untuk kerjasama antara pihak yang kelebihan dana yang
bertindak selaku kreditor yang menyediakan dana bagi pihak vang kekurangan
dana atau tidak mempunyai dana (debitor).

Pemberian kredit tidak saja dilakukan oleh bank pemerintah atau bank
swasta tetapi pada prinsipnya dapat juga dilakukan oleh siapapun, yang
mempunyai kemampuan untuk itu. Pemberian kredit dapat diberikan oleh
lembaga selain bank yaitu dapat diberikan oleh lembaga pembiayaan melalui
perjanjian utang piutang, antara kreditor pemberi pinjaman dengan debitor
penenima pinjaman, Setelah perjanjian disepakati maka lahir hak dan kewajiban
baik dari kreditor maupun debitor, selama hak dan kewajiban dilaksanakan
dengan baik maka persoalan tidak akan muncul, tetapi jika nantinya debitor lalai
mengembalikan uang pinjaman pada saat vang telah ditentukan maka debitor
dianggap telah wanprestasi. Pasal 1131 KUH Perdata menentukan bahwa semua
kebendaan seseorang secara umum menjadi jaminan bagi perikatannya, hal ini
berarti dalam perjanjian utang piutang memerlukan lebih dari sekedar janji untuk
melaksanakan atau memenuhi kewajibannya. Hukum perdata memberlakukan
jaminan benda yang disebut jaminan kebendaan, karena secara umum jaminan
tersebut berbentuk hak kebendaan, dengan adanya jaminan kebendaan ini maka
debitor secara mutlak berkewajiban untuk melunasi kewajibannya.,

Pemberian kredit dan jaminan mempunyai hubungan yang sangat eral,
guna menjamin pelunasan utang debitor, kreditor sering tidak mau memberikan

kredit jika tidak ada jaminan (baik perseorangan maupun kebendaan) yang
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dianggap dan dinilai memadai untuk menjamin pelunasan utang debitor tersebut
pada waktu yang telah disepakati Beberapa jaminan kebendaan yang dikenal
dalam hukum perdata pertama adalah jaminan dalam bentuk gadai, kedua adalah
jaminan dalam bentuk hipotek, dan yang ketiga adalah jaminan hak tanggungan
sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang
Hak Tanggungan, dan yang keempat adalah jaminan fiducia yang diatur dalam
Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia, jaminan fiducia
inilah yang nantinya akan penulis bahas dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

Skripsi ini akan membahas dan menganalisis tentang jaminan secara
Fiduciare Eigendom Overdracht (FEQ), dalam perkembangannya fiducia pada
awalnya digunakan hanya untuk benda tidak bergerak seperti tanah, rumah susun
tetapi kini telah digunakan sebagai jaminan untuk benda bergerak seperti alat-alat
elektronik, kendaraan bermotor dan sebagainya Konstruksi fiducia berdasarkan
Yurnisprudensi adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan atas kebendaan
atau barang-barang bergerak milik debitor kepada keditor dengan penguasaan
fisik atas barang-barang it tetap pada debitor dengan ketentuan apabila debitor
melunasi hutangnya sesuai jangka waktu vang ditentukan maka kreditor
berkewajiban untuk mengembalikan hak milik debitor (Salindeho,1994 14) Hal
ini tetap diberlakukan karena sistem jaminan secara fiducia ini dianggap mudah,
cepat dan sederhana. Jaminan secara fiducia sangat menguntungkan bagi
penerima dan pemben fiducia, disatu sisi pemberi fiducia merasa aman karena ada
jaminan bahwa penerima fiducia (debitor) akan melunasi kewajibannya disisi lain
pihak penerima fiducia dapat memakai atau menikmati barang / benda yang
dijadikan jaminan fiducia.

Setiap konsumen menginginkan adanya kemudahan, keringanan,
pelayanan yang cepat atau wakt yang singkat, prosedur yang tidak birokratis atau
tidak berbelit-belit. Oleh karena itu, beberapa hal yang menjadi pertimbangan bagi
konsumen untuk memilih lembaga pembiayaan vyang dapat membantu
mendapatkan barang-barang konsumsi yang dipergunakan, yaitu;

a, persyaratan yang tidak rumit,

b, proses penelitian konsumen oleh bank/lembaga pembiayaan;
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¢. jangka waktu untuk memutuskan,

d. uang muka yang diminta banyak atau sedikit,

e. jangka waktu pembayaran yang dimungkinkan Sebab konsumen ada
yang minta jangka wakiu pembayaran pendek, dan ada yang minta
jangka waktu pembayaran yang relatif panjang;

f. berapa jumlah rupiah yang dapat diberikan,

g. berapa suku bunga yang ditawarkan, apakah cukup bersaing atau tidak;

h. adakah biaya-biaya lain seperti biaya administrasi, provisi, notaris,
asuransi dan lain-lain,

Berdasar uraian diatas, maka penulis mencoba mengkaji dan menganalisis
pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen secara fiducia dengan judul
“PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN PEMBELIAN SEPEDA
MOTOR YAMAHA DENGAN JAMINAN FIDUCIA PADA P.T BUSSAN
AUTO FINANCE JEMBER DITINJAU DARI ASPEK HUKUM
PERDATA®,

1.2 Ruang Lingkup

Agar penulisan skripsi ini nantinya tidak menyimpang dari maksud dan
tujuan penulisan yang akan dibahas sesuai dengan judul, maka perlu ada batasan
sehingga analisis tidak meluas, tepat sasaran dan fokus Ruang lingkup penulisan
skripsi ini adalah pada pelaksanaan perjanjian pembiayaan pembelian sepeda
motor Yamaha dengan jaminan fiducia pada P.T Bussan Auto Finance Jember
dengan menggunakan hukum perdata yang berlaku di Indonesia khususnya KUH
Perdata, Undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia dan
ruang lingkup permasalahan yang akan penulis bahas adalah mekanisme
pembuatan perjanjian pembiayaan konsumen dalam pembelian sepeda motor
Yamaha pada PT Bussan Auto Finance Jember, pelaksanaan perjanjian
pembiayaan konsumen dalam pembelian sepeda motor Yamaha pada P T Bussan
Auto Finance Jember, juga mengenai cara penyelesaian wanprestasi dalam

perjanjian pembiayaan konsumen pada P T Bussan Auto Finance Jember
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1.3 Rumusan Masalah
Permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut -

I. Bagaimana mekanisme terjadinya pembuatan perjanjian pembiayaan
konsumen dalam pembelian sepeda motor Yamaha pada PT Bussan Auto
Finance Jember ?

2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dalam pembelian
sepeda motor Yamaha pada P.T Bussan Auto Finance Jember ?

3. Bagaimana cara penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan
konsumen pada P.T Bussan Auto Finance Jember ?

1.4 Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan ada dua, yaitu:
141 Tupan Umum

a  Merpakan salah satu persyaratan pokok vang bersifat akademis untuk
mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Jember,

b. Merupakan salah satu sarana untuk mengaplikasikan ilmu hukum yang
telah didapatkan selama masa perkuliahan dalam menghadapi
permasalahan hukum yang ada, khususnya perkembangan hukum
pembiayaan konsumen dengan menggunakan jaminan fiducia:

¢. Untuk memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan
mahasiswa, praktisi hukum serta untuk perkembangan hukum
perjanjian.

1.42  Tujuan Khusus

a. Unwk mengetahui dan mengkaji mekanisme pembuatan perjanjian
pembiayaan konsumen dalam pembelian sepeda motor Yamaha pada
PT Bussan Auto Finance Jember.

b. Untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan perjanjian pembiayaan
konsumen dalam pembelian sepeda motor Yamaha pada P T Bussan

Auto Finance Jember
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c. Untuk mengetahui dan mengkaji cara penyelesaian wanprestasi dalam
perjanjian pembiayaan konsumen pada PT Bussan Auto Finance
Jember.

1.5 Metodologi
Suatu penelitian ilmiah mutlak memerlukan suatu metode penelitian yang
digunakan sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji
kebenaran serta menjalankan prosedur vyang benar, sehingga dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan akan menghasilkan penelitian yang
mendekati kesempumaan dengan kebenaran yang optimal Adapun metode yang
digunakan adalah sebagai berikut :
I.5.1 Pendekatan Masalah
Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
pendekatan masalah yang bersifat ywridis normatif, yaitu pendekatan masalah
yang melakukan kajian-kajian terhadap peraturan perundang-undangan, teor
hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji
atau dibahas. (Soemitro,1990:10 )
1 5.2 Bahan Hukum
Sesuai dengan penelitian hukum normatif, maka sumber bahannya
meliputi
a. Bahan Hukum Primer
Bahan-bahan hukum Undang-undang Dasar 1945, peraturan dasar hingga
peraturan perundang-undangan sampai bidang norma yang menjadi dasar
objek kajian.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sckunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai
bahan hukum primer seperti . Undang-undang Dasar 1945, peraturan dasar
hingga peraturan perundang-undangan dan hasil karya dari para sarjana
¢ Bahan Hukum Tersier
Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum

primer maupun sekunder melalui kamus, ensiklopedia, dan lain-lain
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153 Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum
Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan

skripsi ini adalah

a. Studi Kepustakaan
Dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis bahan-bahan hukum
tertulis seperti peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dari para sarjana
dan buku-buku literatur yang berhubungan dengan skripsi ini
(Soemitro,1990:98).

b. Studi Lapangan
Yaitu penelitian vang dilaksanakan melalui kegiatan wawancara/cara
memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada narasumber . dalam hal
ini wawancara dengan pihak terkait adalah dengan pihak PT Bussan Auto
Finance Jember sehingga dapat memberikan informasi mengenai
permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya diolah dan dianalisis secara
sistematis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, dalam
menganalisa data permasalahan yang dibahas, yaitu dengan menggambarkan
fakta, masalah maupun data yang diperoleh untuk diterapkan menurut landasan
hukum yang berlaku, serta teori-teori yang ada disertai dengan analisa terhadap
bahan hukum primer untuk memperoleh hasil yang baik, maka dalam penulisan
skripsi ini digunakan metode berpikir secara dedukrif, yaitu metode penarikan
kesimpulan dengan mengambil dari pengetahuan yang bersifat umum untuk
menuju pokok permasalahan yang khusus. (Soemitro 1990:98)
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BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakia

Perusahaan pembiayaan adalah suatu lembaga atau badan usaha diluar
bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk
melaksanakan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.
Lembaga pembiayaan didirikan untuk menyediakan dana bagi konsumen untuk
pembelian barang yang pembayarannya atau pelunasannya dilaksanakan secara
berkala atau mengangsur oleh debitor kepada lembaga pembiayaan tersebut. P.T
Bussan Auto Finance Jember merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang
bertujuan untuk meningkatkan omset penjualan kendaraan sepeda motor merek
Yamaha dan untwk menyediakan dana bagi debitor yang tidak mampu membeli
sepeda motor Yamaha secara tunai.

Fakta ini diambil dari perjanjian pembiayaan konsumen nomor
430010010298 tertanggal 15 Februari 2005 antara P.T Bussan Auto Finance
Jember yang beralamat dikantor jalan Gajah Mada 157 Jember Jawa Timur
dengan Arini Puji Astuti yang bertempat tinggal di Jalan PB. Sudirman X nomor
172 RT 03 RW Il Kelurahan Jember Lor Kecamatan Patrang Jember. Proses
pemberian kredit kepada konsumen berjalan sebagai berikut; P.T Bussan Auto
Finance Jember menyodorkan perjanjian kredit kepada konsumen sebagai pihak
debitor. Perjanjian tersebut akan disepakati apabila pihak PT Bussan Auto
Finance Jember bersedia memberi kredit dan memberi pinjaman kepada debitor
pada waktu yang telah disepakati dengan cara mengangsur.

Kedua belah pihak sepakat untuk membuat perjanjian pembiayaan
pembelian sepeda motor Yamaha Vega-R CKR sesuai dengan tanggal tersebut
diatas. Sepeda motor Yamaha tersebut dibeli dengan harga Rp 10.500,000,-
(Sepulub Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ditambah dengan lain-lain (Asuransi,
administrasi dan bunga) sebesar Rp.2.361.600,- (Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh
Satu Enam Ratus rupiah). Total pembiayaan yang diberikan P.T Bussan Auto
Finance Jember adalah senilai Rp.12.861.600,- (Dua Belas Juta Delapan Ratus
Enam Puluh Satu Enam Ratus Rupiah). Debitor telah membayar sebagian dari
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total pembayaran sebagai uang muka sebesar Rp.5 700.000 - (Lima Juta Tujuh
Ratus Ribu Rupiah) dan sisa uang sebesar Rp 7.161.600,- (Tujuh Juta Seratus
Enam Puluh Sat Ribu Enam Ratus Rupiah) adalah dana pembiayaan yang
dikeluarkan oleh P.T Bussan Auto Finance Jember. Arini Puji Astuti harus
membayar angsuran perbulannya sebesar Rp298.400- (Dua Ratus Sembilan
Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah) selama 24 bulan atau 2 tahun
Perjanjian pembiayaan ini dibuat tanggal 15 Februan 2005 maka tanggal jatuh
tempo pembayaran angsuran sampai lunas adalah pada tanggal 15 Februari 2007
dan sampai sekarang pembayaran berjalan dengan baik dan lancar.

P.T Bussan Auto Finance Jember sebagai kreditor mempunyai kewajiban
memberikan kredit yang diperlukan oleh debitor secara tunai. Pihak debitor juga
telah mengasuransikan kendaraan yang dijadikan jaminan fiducia pada PT
Asuransi Central Asia (ACA) sehingga apabila terjadi wanprestasi atau peristiwa
diluar kemampuan kedua belah pihak yang menyebabkan barang vang dijadikan
jaminan tersebut rusak atau musnah maka pihak asuransi akan mengganti
kerugian. Mekanisme pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen yang terjadi
pada P.T Bussan Auto Finance Jember menggunakan kontrak baku yang
ditandatangani oleh kreditor dengan debitor

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai
berikut:
l. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

a. Pasal 499
Menurut psham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah. tiap-
tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik

b. Pasal 1155 ayat (1)
Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang
adalah berhak jika si berutang atau si pemberi gadai bercidera janji, setelah
tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau jika tidak telah ditentukan
suatu tenggang waktu, sctelah dilakukannya suatu peringatan untuk

membayar, menyuruh menjual barang gadainya dimuks umum menurut
kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim beraku,
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dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnva beserta
bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut

. Pasal 1233

Tiap-tiap perikatan baik dilahirkan karena persetujuan, baik karena
undang-undang_

. Pasal 1234

Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat
sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

. Pasal 1238

Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta
sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi penikatannya sendiri, ialah jika
ini menetapkan, bahwa ia harus dianggap lalai dengan lewatnva waktu
yang ditentukan.

Pasal 1313

Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau
lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
Pasal 1320

Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat:
sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,

kecakapan untuk membuat suatu perikatan,

suatu hal tertentu;

suatu sebab yang halal,

-h-‘-#_l'-.‘l—

. Pasal 1329

Setiap orang adalah cakap untuk membuat penkatan-perikatan, jika i1a oleh
undang-undang tidak dinyatakan tak cakap,
Pasal 1330

Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah;

|. orang-orang yang belum dewasa;

2. mereka yang ditaruh dibawah pengampuan,

3. orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-
undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang
telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu
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j. Pasal 1336

Jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi ada suatu sebab vang halal,
ataupun jika ada sebab yang lain, dari pada yang dinyatakan,
persetujuannya namun demikian adalah sah.

k. Pasal 1337
Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau
apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum

. Pasal 1338

Semua persetujuan adalah yang dibuat secara sah berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya

Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain
dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh
undang-undang dinyatakan cukup untuk it

Persetujuan-persetujuan itu harus dilaksanakan dengan itikad baik

m. Pasal 1339
Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal vang dengan tegas
dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut
sifal perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.
n. Pasal 138]

Perikatan-perikatan hapus

Karena pembayaran,

Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti penyimpanan atau penitipan;

Karena pembaharuan utang;

Karena perjumpaan utang atau kompensasi.

Karena percampuran utang,

Karena pembebasan utangnya,

Karena musnahnya barang yang terutang,

Karena kebatalan atau pembatalan,

Karena berlakunya suatu syarat batal, yang diatur dalam bab ke satu buku

ini,

Karena lewatnya wakiu, hal mana akan diatur dalam suatu bab tersendiri
Lndang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia
Lndang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang
l.embaga Pembiayaan
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5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK 013/
1988 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

6. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 448 /SK
017/2000 tentan Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

2.3 Landasan Teori
231 Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian berdasar pada pasal 1233 KUH Perdata
menyebutkan bahwa “tiap-tiap perikatan baik dilahirkan karena persetujuan, baik
karena undang-undang”. Pasal 1234 KUH Perdata menyebutkan “Tiap-tiap
perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk
tidak berbual sesuatu™

Perjanjian, menurut rumusan pasal 1313 KUH Perdata, didefinisikan
sebagai,

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih” Jika kita perhatikan
dengan seksama, rumusan yang diberikan dalam pasal 1313 KUH Perdata
tersebut menyiratkan bahwa sesungguhnya dari suatu perjanjian lahir hak dan
kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu orang
atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut. Rumusan
tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan
selalu ada dua pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak lainnya
adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor) Masing-masing
pihak tersebut dapat terdiri dan satu atau lebih orang, bahkan dengan
berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut dapat juga terdir dari satu atau
lebih badan hukum. (Widjaja & Yani 2003:13)

Menurut Muhammad (1992:78) “suatu perbuatan dengan mana dua orang
atau lebih saling mengikatkan dii untuk melakukan hal dalam lapangan
kekayaan”

Syarat sah perjanjian, menurut Subekti (1985a°1)

“Perjanjian adalah suatu penistiwa dimana seseorang berjanji kepada
sescorang lain atau dimana dua orang lain itu saling berjanji untuk
melaksanakan suatu hal suatu syarat perjanjian dapat mengikat para
pihaknya apabila perjanjian tersebut dibuat secara sah™
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Syarat-syarat perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
Adanya kesepakatan antara pihak yang membuat perjanjian tersebut artinya
ada kata persetujuan dari kedua belah pihak mengenai isi dari perjanjian. Apa
yang dikehendaki oleh salah satu pihak juga merupakan kehendak dari pihak
lainnya, kesepakatan yang ada adalah bebas tidak ada paksaan dari pihak
manapun juga.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
Pada dasamya orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum,
secara gans besar orang yang bisa membuat perjanjian adalah yang sudah
dewasa dan sehat jasmani dan rohaninya, atau cakap menurut hukum, Hal
tersebut sesuai dengan pasal 1329 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa
setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh
undang-undang tidak dinyatakan cakap maka ditentukan dengan pasal 1330
KUH Perdata

¢. Suatu hal tertentu
Merupakan pokok dari suatu perjanjian didalamnya terdapat prestasi yang
harus dipenuhi dalam perjanjian yang juga merupakan objek dari perjanjian,
objek perjanjian harus jelas baik jenis, jumlah, yang dibuat dengan sebenar-
benamya.

d. Sebab yang halal
Isi dan perjanjian itu menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-
pihak dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kepentingan
umum dan kesusilaan, Hal ini tercantum juga dalam pasal 1339 KUH Perdata
(Subekti, 1985a:15).

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subyektif karena
mengenai orang-orangnya atau subyek yang mengadakan perjanjian,
sedangkan untuk dua syarat yang terakhir dinamakan syarat obyekfif
karena mengenai perjanjian sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang
dilakukan itu (Subekti, 1985a:17).

Untuk syarat subyektif jika syarat tersebut tidak terpenuhi dalam suatu
perjanjian maka perjanjian itu dapat dimintakan pembatalannya. sedangkan untuk
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syarat obyektif jika tidak terpenuhi dalam suatu perjanjian maka perjanjian itu
akan batal demi hukum. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 1336 KUH Perdata
yaitu * Jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi ada suatu sebab vang halal,
ataupun jika ada sebab yang lain, dari pada vang dinyatakan persetujuannya
namun demikian adalah sah”. Adapun sebab terlarang diatur dalam pasal 1337
KUH Perdata yaitu, “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-
undang atau apabila berlawanan dengan hukum”.

Asas-asas perjanjian pembiayaan konsumen adalah:

L

Asas konsensualisme

Arti dari konsensualisme adalah kesepakatan, hal ini diatur dalam pasal 1320

KUH Perdata yang berisi tentang syarat-syarat sahnya perjanjian, salah satu

syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata sepakat dari para pihak.
Perjanjian itu terjadi atau ada sejak tercapainya kata sepakat antara pihak-
pihak dengan kata lain perjanjian itu sudah sah dan mempunyai akibat
hukum sejak tercapai kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok
perjanjian asas kebebasan berkontrak Arti bahwa setiap orang boleh
membuat perjanjian apa saja walaupun belum ataupun tidak diatur dalam
undang-undang, namun asas ini tetap dibatasi yaitu tidak boleh
bertentangan dengan undang-undang, kepentingan umum dan kesusilaan
(Muhammad, 1992 84-85).

Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak ini sesuai dengan maksud dengan pasal 1338 KUH

Perdata yaitu semua perjanjian yang sah berlaku bagi undang-undang bagi

para pihak yang membuatnya.

Asas kekuatan mengikat

Perjanjian yang dibuat sah secara hukum, isinya mengikat para pihak yang

membuat perjanjian itu, hal tersebut diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata

Asas kepastian hukum

Dalam perjanjian harus memuat syarat sahnya perjanjian schingga dapat

menimbulkan kepastian hukum, apabila suatu saat timbul sengketa akibat

adanya perjanjian itu pihak-pihaknya akan mendapat perlindungan hukum
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5. Asas itikad baik
Setiap perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak harus dilandasi dengan
itikad baik dari kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut

Tiap orang yang membuat suatu perjanjian harus dibuat dengan itikad
baik, asas itikad baik ini dapat dibedakan antara itikad baik subyektif dan
itikad baik obyektif, itikad baik subyektif diartikan sebagai kejujuran
seseorang dalam melaksanakan suaw perbuatan hukum merupakan yang
terletak dalam sikap batin seseorang pada waktu diadakan perjanjian
tersebut, sedangkan itikad baik obyektif vaitu pelaksanaan perjanjian harus
didasarkan pada norma kepatutan atau apa-apa yang dirasakan sesuai
dengan yang patut dimasyarakat (Muhammad, 1992 - 98)
232 Pengertian Perjanjian Pembiayaan Konsumen.

Pembiayaan konsumen sebagai terjemahan dari istilah consumer finance.
Pembiayaan ini tidak lain dan sejenis kredit konsumsi (consumer credit)
hanya saja jika pembiayaan konsumen dilaksanakan oleh perusahaan
pembiayaan, sementara kredit konsumsi diberikan oleh bank
(Fuadi,1995:204).

Pengertian perusahaan pembiayaan konsumen berdasar Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK 013/1988 tentang Ketentuan
Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan pasal | huruf (p) adalah
“badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang
berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau
berkala oleh konsumen”,

Pengertian perusahaan pembiayaan berdasarkan pasal 1 angka 5
Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 61/1988 tentang Lembaga
Pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan
Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam
bidang usaha Lembaga Pembiayaan,

Pengertian perusahaan pembiayaan konsumen sesuai dengan pasal | angka
6 Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 61/1988 tentang Lembaga
Pembiayaan, adalah “badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk
pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran

angsuran atau berkala"”
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Perjanjian pembiayaan konsumen adalah perjanjian dalam bentuk kontrak
antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan nasabah atau konsumen untuk
pembiayaan pengadaan barang berdasarkan kebutuhan dengan sistem pembayaran

angsuran/berkala oleh konsumen.

233 Pengertian Jaminan Fiducia

Fiducia atau lengkapnya Fiduciaire Eigendoms Overdracht (FEO) sering
disebut sebagai Jaminan hak milik secara kepercayaan, merupakan suatu bentuk
jaminan atas benda-benda bergerak disamping gadai yang dikembangkan oleh
Yurisprudensi, Fiducia berbeda dari gadai, yang diserahkan sebagai jaminan
kepada kreditor adalah hak milik sedang barangnya tetap dikuasai oleh debitor,
sehingga yang terjadi adalah penyerahan secara constitutum possesorium.

Menurut asal katanya, fiducia berasal dan kata fides yang berarti
kepercayaan. Memang hubungan hukum antara debitor pemberi fiducia
dan kreditor penerima fiducia merupakan suatu hubungan hukum yang
berdasarkan atas kepercayaan. Pemberi fiducia percaya bahwa kreditor
penerima fiducia mau mengembalikan hak milik yang telah diserahkan
kepadanya, setelah debitor melunasi utangnya Kreditor juga percaya
bahwa pemberi fiducia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang
berada dalam kekuasaannya dan mau memelihara barang tersebut selaku
bapak rumah yang baik Konstruksi fiducia vang demikian adalah sesuai
dengan apa yang dikatakan oleh Asser, bahwa;
* Orang yang berbicara mengenai suatu hubungan hukum atas dasar
fides, bilamana seseorang dalam arti hukum berhak atas suatu barang
sedang barang itu secara sosial ekonomis dikuasai orang lain”
Mengenai penyerahan dalam fiducia ini, pihak yang menyerahkan atau
pemberi fiducia haruslah benar-benar pemilik. (Tiong, 1985:21-22)

Menurut  Salindeho (19944 ) “Fiducia bersifat accesoir. berarti
mengikuti, mengekori, membuntuti atau mendekati orangbarang vang terkait
padanya sebagai accesi”

Pasal 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia
memberikan batasan dan pengertian sebagai berikut: “Fiducia adalah pengalihan
hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa
benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik
benda”,
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Jaminan Fiducia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang
berwujud dan tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya
bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fiducia, sebagai
agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang
diutamakan kepada penerima fiducia terhadap kreditor lainnya. (Widjaja &
Yani 2003:128-129)

Hal ini berarti jaminan fiducia adalah agunan atas kebendaan atau jaminan
kebendaan yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima
fiducia, yaitu hak yang didahulukan terhadap kreditor lain (hak preferent).

234 Wanprestasi.

Sebelum membahas perihal bentuk wanprestasi oleh debitor yang timbul
dari perjanjian pembiayaan konsumen dan penvelesaian vang dilakukan oleh
kreditor, maka terlebih dahulu yang penting untuk diketahui adalah apa yang
dimaksud dengan wanprestasi. Berikut ini adalah pengertian menurut para sarjana
hukum:

Menurut Syahrani (2004-218)

Prestasi adalah suatu sebab yang wajib yang harus dipenuhi oleh debitor
dalam setiap perikatan. Prestasi merupakan isi dari perikatan  Apabila
debitor tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam
perjanjian, ia dikatakan wanprestasi (kelalaian),

Wanprestasi seorang debitor dapat berupa 4 macam yaitu

(1) sama sekali tidak memenuhi prestasi,

(2) tidak tunai memenuhi prestasi;

(3) terlambat memenuhi prestasi,

(4) keliru memenuhi prestasi

Jadi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak wajib
dipenuhi, apabila salah saw pihak tidak memenuhi kesepakatan tersebut maka
pihak tersebut dinyatakan wanprestasi atau telah melakukan kelalaian
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Menurut Muhammad (1992:20)

Pengertian wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “wan prestatie”

artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan,

baik perikatan yang timbul karena undang-undang Tidak dipenuhi

kewajiban itu ada dua kemungkinan alasannya, vaitu -

a. karena kesalahan debitor, baik karena kesengajaan maupun karena
kelalaian.

b. Karena keadaan memaksa (force majeure), jadi diluar kemampuan
debitor, debitor tidak bersalah

Wanprestasi yang dilakukan oleh debitor mempunyai akibat-akibat yang
begitu penting, maka harus ditetapkan alasan apakah debitor tidak memenuhi

prestasi karena sengaja maupun karena kelalaiannya melakukan wanprestasi,

maka terhadap kelalaiannya tersebut debitor dapat dikenakan sanksi atau
hukuman. Alasan yang kedua adalah karena keadaan memaksa, misalnya
hilangnya objek perjanjian fiducia diluar kemampuan debitor, maka debitor tidak
dapat diberikan sanksi karena debitor tidak melakukan kesalahan

Menurut Muhammad (1992:21)

“ada tiga keadaan untuk menentukan apakah seseorang debitor bersalah,

adalah

Debitor idak memenuhi prestasi sama sekali

Debitor tidak memenuhi kewajiban yang telah di sanggupinya
untuk dipenuhi dalam suatu peranjian, atau tidak memenuhi
kewajiban yang ditetapkan Undang-undang, dalam perikatan yang
timbul karena Undang-undang

Debitor memenuhi prestasi tidak baik atau keliru

Debitor melakukan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa
yang ditentukan undang-undang tetapi tidak sebagaimana mestinya
menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut
kualitas yang ditetapkan oleh undang-undang.

Debitor memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya

Debitor memenuhi  prestasi, tetapi terlambat, waktu vyang
ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi”

Wanprestasi terjadi jika salah saw pihak tidak memenuhi kewajiban dalam

perikatan, baik perikatan yang timbul dani undang-undang maupun darn

persetujuan. Wanprestasi yang dilakukan oleh debitor dapat berupa tidak

memenuhi prestasi sama sekali, memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru

dan memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya. Terhadap wanprestasi
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yang dilakukan oleh debitor tersebut masing-masing dapat dikenakan sanksi yang
tidak sama, tergantung dari wanprestasi yang dilakukan

Subekti (1985a:45), “Menambahkan suatu keadaan lagi vang menentukan
bahwa debitor dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi, yaitu
melaksanakan sesuatu perjanjian yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan™

Perjanjian yang telah dibuat harus dilaksanakan sesuai dengan isi
perjanjian oleh kedua belah pihak, akan tetapi dalam pelaksanaan perjanjian
tersebut debitor melaksanakan suatu hal yang dilarang oleh perjanjian yang dibuat
antara kreditor dengan debitor maka debitor dinyatakan sengaja atau lalai tidak
memenuhi prestasi kepada kreditor, maka kreditor dapat memberikan sanksi
kepada debitor sesuai dengan isi perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah
pihak
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BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Mekanisme Terjadinya Pembuatan Perjanjian Pembiayaan Konsumen
Dalam Pembelian Sepeda Motor Yamaha Pada P.T Bussan Auto
Finance Jember.

Lembaga Pembiayaan Konsumen sebagai perantara bagi pihak yang
mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana berdasar
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga
Pembiayaan, adalah “badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk
pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran
angsuran atau berkala”.

Pembiayaan konsumen sebagai terjemahan dan istilah consumer finance.

Pembiayaan ini tidak lain dari sejenis kredit konsumsi (consumer credit)

hanya saja jika pembiayaan konsumen dilaksanakan oleh perusahaan

pembiayaan, sementara kredit konsumsi diberikan oleh bank

(Fuadi, 1995:204)

Pengertian perusahaan pembiayaan konsumen berdasar Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK 013/1988 tentang Ketentuan
Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan pasal | huruf (p) adalah
“badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang
berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau
berkala oleh konsumen” Berdasarkan pasal | angka 5 Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan,
perusahaan pembiayaan adaluh badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan
bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk
dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Dalam hal ini perusahaan pembiayaan
konsumen adalah P'T Bussan Auto Finance Jember.

Terjadinya perjanjian pembiayaan konsumen pada PT Bussan Auto
Finance Jember adalah terjadi apabila para pihak sepakat untuk mengikatkan din
dalam suatu perjanjian. Pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian

tersebut selanjutnya disebut subyek perjanjian.

19
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Subjek perjanjian secara umum menurut Subekti (1985a:108) dapat
diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:
1) pihak kreditor yaitu pihak yang berhak atas prestasi
2) pihak debitor yaitu pihak yang berkewajiban memberikan prestasi menurut
undang-undang Jaminan Fiducia.

Pengertian kreditor menurut pasal | angka 8 Undang-undang Nomor 42
Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia, adalah “pihak yang mempunyai piutang
karena perjanjian atau undang-undang” Pihak kreditor menurut Surat Keputusan
Menteri Keuangan nomor 1251/KMK 013/1988 tentang Ketentuan Dan Tata
Cara Pelaksanaan Pembiayaan pasal | butir a dan b adalah “harus berbentuk
Perseroan Terbatas atau Koperasi” Dalam pembiayaan konsumen yang bentindak
sebagai kreditor adalah pihak perusahaan pembiayaan konsumen (Customers
Finance company), dalam hal ini adalah P.T Bussan Auto Finance Jember

Pengertian debitor Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 42 Tahun
1999 tentang Jaminan Fiducia, adalah “pihak yang mempunyai utang karena
perjanjian atau undang-undang” Debitor yang dimaksud dalam pembiayaan
konsumen imi adalah nasabah atau konsumen yaitu pihak vang menerima
pembiayaan yang selanjutnya disebut dengan utang pembiayaan dan debitor
tersebut berkewajiban membayamya secara angsuran atau berkala.

Berdasarkan pasal 499 KUH Perdata “menurut paham undang-undang
yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat
dikuasai oleh hak milik"”

Objek dani suatu perjanjian adalah suatu benda, yaitu segala sesuatu yang
dapat dihaki oleh seseorang Pasal 499 KUH Perdata menyatakan bahwa yang
dinamakan benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai
oleh hak milik (Subekti, 1985b:60-61). Hal ini mengandung arti bahwa perkataan
benda dipakai dalam 2 (dua) arti yaitu sebagai benda berwujud dan benda tidak
berwujud. Dalam pembahasan ini benda yang dimaksud adalah benda berwujud
yaitu dana dalam jumlah tertentu, yang diwujudkan dalam benda bergerak vaitu

yang berupa sepeda motor merek Yamaha
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Objek perjanjian pembiayaan konsumen adalah sejumlah dana pembiayaan
yang berupa uang dengan jumlah tertentu yang selanjutnya disebut dengan
pembiayaan yang akan dipergunakan untuk pengadaan barang berdasarkan
kebutuhan konsumen, dengan diterimanya pembiayaan tersebut debitor telah
dengan sah berutang kepada kreditor dan oleh sebab itu debitor harus membayar
kembali utangnya secara angsuran atau pembayaran secara berkala sesuai dengan
perjanjian yang dibuat oleh debitor dan kreditor Menurut Salindeho (1994:4)
“Fiducia bersifat accesoir; berarti - mengikuti, mengekori, membuntuti atau
mendekati orang/barang yang terkait padanya sebagai accesi”.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia
memberikan batasan dan pengertian sebagai berikut: “Fiducia adalah pengalihan
hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa
benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik
benda™.

Jaminan Fiducia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang
berwujud dan tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang
tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam
penguasaan pembeni fiducia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang
memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fiducia terhadap
kreditor lainnya. (Widjaja & Yani 2003:128-129). Objek perjanjian pembiayaan
konsumen pada P.T Bussan Auto Finance Jember adalah dana pembiayaan untuk
membeli sepeda motor merek Yamaha dan sekaligus digunakan sebagai jaminan
fiducia, artinya sepeda motor merek Yamaha yang sudah dibeli oleh debitor
dengan pembiayaan dari P.T Bussan Auto Finance Jember tetap dipakai oleh
debitor/konsumen sebagaimana mestinya sesuai dengan prinsip kepercayaan,
namun sepeda motor tersebut dipakai sebagai jaminan fiducia sampai utang
debitor’konsumen kepada P.T Bussan Auto Finance Jember telah dilunasi oleh
debitor, maka barang konsumen yang menjadi objek jaminan fiducia akan

dikembalikan dan akan menjadi milik debitor seutuhnya
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3.1.1 Prosedur Pembiayaan Konsumen.

Konsumen/debitor datang kepada dealer atau datang langsung ke P.T Bussan
Auto Finance Jember untuk melakukan permohonan kredit sepeda motor
Yamaha, apabila debitor datang ke dealer atau penjual maka dealer akan
mengarahkan kepada debitor untwuk mendapatkan pembiayaan konsumen
dalam pembelian sepeda motor Yamaha kepada P T Bussan Auto Finance
Jember, tetapi apabila debitor datang langsung ke P.T Bussan Auto Finance
Jember maka dapat langsung meminta untuk diberikan pembiayaan untuk
pembelian sepeda motor Yamaha.

Untuk dapat diterimanya permohonan debitor untuk mendapatkan dana
pembiayaan adalsh, harus membuat dan/atau mengisi formulir-formulir
sebagai syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pembiayaan konsumen
kepada P.T Bussan Auto Finance Jember, formulir-formulir tersebut antara
lain, sebagai berikut,

. Formulir perjanjian pembiayaan konsumen,

b Formulir perjanjian penyerahan jaminan fiducia,

¢ Formulir lembar aplikasi kredit,

d. Formulir surat kuasa,

e. Formulir persetujuan suami/istri apabila sudah berkeluarga,

f Formulir surat kuasa balik nama,

g Formulir sural pemyataan serah terima kendaraan

Syarat-syarat yang juga harus dilengkapi dengan lampiran-lampiran, antara
lain sebagai berikut;

& Foto copy KTP asli,

b. Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) suamifistri apabila sudah

berkeluarga,
¢. Foto copy SIM (Surat ljin Mengemudi),
d. Rekening listrik,

Rekening telepon,
f. Surat nikah, apabila sudah berkeluarga,
8. Keterangan /slip gaji
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3. Atas permohonan debitor, kreditor menyediakan dan menverahkan dana
pembiayaan berupa sejumlah uang yang disebut pembiayaan yang digunakan
sebagai pembayaran harga pembelian sepeda motor Yamaha yang dibeli
debitor dari dealer/penjual. Dana pembiayaan tersebut langsung diserahkan
P.T Bussan Auto Finance Jember kepada dealer/penjual Jadi debitor membeli
sepeda motor Yamaha secara tunai kepada dealer/penjual sehingga dalam
perjanjian pembiayaan konsumen ini dealer atau penjual lepas atau tidak ada
kaitannya dengan perjanjian pembiayaan konsumen, dikarenakan
dealer/penjual telah dibayar lunas oleh P.T Bussan Auto Finance Jember dan
dalam hal ini debitor hanya punya utang kepada kreditor akibat memperoleh
dana pembiayaan tersebut dan debitor harus membayar secara
angsuran/berkala, Perjanjian pembiayaan konsumen ini hanya antara debitor
dan P'T Bussan Auto Finance Jember yang bertindak sebagai debitor.

4, Dengan diterimanya pembiayaan tersebut, debitor memberi kuasa kepada
kreditor untuk menyerahkan pembiayaan tersebut kepada dealer/penjual
sebagai harga pembelian sepeda motor Yamaha dan dengan penyerahan
pembiayaan tersebut maka debitor telah sah berutang kepada kreditor dan
berkewajiban membayar dengan angsuran/ berkala sesuai dengan waktu yang
telah ditetapkan

5. Perjanjian pembiayaan konsumen itu disertai dengan perjanjian penyerahan
jaminan fiducia, hal ini untuk menjamin utang pembiayaan debitor kepada
kreditor dengan cara pihak debitor menyerahkan sepeda motor Yamaha
sebagai jaminan secara fiducia.

Ketentuan-ketentuan perjanjian pembiayaan konsumen pada P T Bussan

Auto Finance Jember adalah sebagai berikut -

a. Pihak-pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen sesuai dengan pasal
1 angka 8 dan 9 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan
Fiducia adalah kreditor atau pihak yang mempunyai piutang karena
perjanjian atau undang-undang yaitu pihak P T Bussan Auto Finance
Jember dan debitor atau pihak yang mempunyai utang karena perjanjian
atau undang-undang yaitu Arini Puji Astuti
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b. Isi perjanjian.

1)
2)

3)

4)

3)

6)

7)

8)

9)

pasal | tentang fasilitas pembiayaan konsumen;

pasal 2 tentang tujuan pembiayaan konsumen yaitu pemberian fasilitas

yang diberikan P.T Bussan Auto Finance Jember kepada pihak kedua

hanya untuk pembayaran harga beli sepeda motor yang telah dibiayai,

Pasal 3 tentang surat kuasa, yang berisi bahwa pihak kedua memberi

kuasa yang tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat kepada pihak

pertama untuk mengambil langsung dari penjual berupa:

a. aslh buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB),

b copy STNK,

c. Asli faktur pembelian delivery order ( bukti pengiriman barang
konsumsi), yang telah ditandatangani pihak kedua dan dokumen
lain yang berkaitan dengan pembayaran oleh pihak pertama atas
barang konsumsi dan pihak kedua tidak berhak untuk mengambil
tindakan yang berkaitan dengan dokumen tanpa adanya persetujuan
tertulis terlebih dahulu dari pihak pertama

Pasal 4 tentang resiko barang konsumsi yaitu resiko yang akan

menjadi tanggungan pihak kedua/ debitor;

Pasal S tentang pembayaran kembali fasilitas vaitu pihak kedua

mengakui adanya utang kepada pihak pertama/kreditor;

Pasal 6 tentang jadwal pembayaran yaitu mengenai kesanggupan

pihak kedua untuk membayar utangnya dengan angsuran kepada pihak

pertama sesuni dengan jadwal yang telah ditetapkan;

Pasal 7 tentang bunga, denda dan biaya-biaya yang akan ditanggung

oleh pihak kedua,

Pasal 8 tentang pembayaran yaitu pihak kedua wajib membayar setiap

angsuran secara berurutan dan teratur tanpa ditagih olch pihak

pertama, dan lain-lain,

Pasal 9 tentang pembayaran dimuka, ketentuan tentang pembayaran

dimuka kepada pihak pertama,
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10) Pasal 10 tentang jaminan yang berisi tentang pihak kedua memberikan
Jaminan kepada pihak pertama dengan membuat dan menandatangani
penyerahan jaminan secara fiducia,

11)Pasal 11 tentang asuransi, ketentuan kewajiban pihak kedua untuk
mengasuransikan barang konsumsi sesuai perjanjian,

12)Pasal 12 tentang pernyataan, jaminan dan kesepakatan antara pihak
pertama dan pihak kedua,

13) Pasal 13 tentang peristiwa kelalaian,

14) Pasal 14 tentang pengakhiran perjanjian,

15) Pasal 15 tentang yurisdiksi dan ketetapan lain.

¢. Tanda tangan, yaitu tanda tangan pihak pertama. pihak kedua,
suami/istri/komisaris/penjamin.

Mengenai isi/ klausula suatu perjanjian kredit, disini ada suatu hal
penting yang harus diperhatikan oleh kreditor, setiap akan diadakan
penandatanganan perjanjian kredit, yaitu menganalisis kembali isi
perjanjian yang akan ditandatangani. Pentingnya melakukan analisis isi
perjanjian kredit tersebut, apabila terdapat kesalahan pada isi perjanjian
kredit baik kesalahan materi, dikhawatirkan hal tersebut akan dijadikan
alasan oleh debitor dalam perselisihan yang akan mungkin terjadi. Setelah
kedua belah pihak sepakal mencapai kata sepakat maka surat perjanjian
kredit dengan jaminan fiducia tersebut ditandatangani. Penandatanganan
perjanjian dilaksanakan bersama pada saat penandatanganan kredit

Hapusnya jaminan fiducia tidak perlu dilakukan pengalihan
kembali secara tersendiri. Hal ini karena pengalihan hak milik atas objek
jaminan fiducia sebagai jaminan atas kepercayaan, bahwa hak milik
tersebut dengan sendirinya akan kembali apabila hutang telah lunas. Hal
i sesudi dengan sifat perjanjian assesoir dari perjanjian fiducia itu
sendin

6. Debitor melakukan pembayaran secara angsuran/berkala sesuai perjanjian

kepada kreditor
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7. Diserahkannya barang jaminan kepada debitor apabila utangnya kepada

kreditor telah lunas (Wawancara dengan Bapak Ahmad Taufik selaku Chief
Collector P.T Bussan Auto Finance Jember pada tanggal 9 September 2005).

3.1.2 Proses Terjadinya Perjanjian Dengan Jaminan Fiducia

Fiducia ~merupakan perjanjian acessoir, sehingga sebelum dijadikan

perjanjian fiducia, terlebih dulu harus ada perjanjian pokok dalam hal ini adalah

perjanjian kredit atau perjanjian pembiayaan. hal-hal yang perlu diketahui

terjadinya fiducia adalah;

(]

Adanya perjanjian konsensuil

Diantara kedua pihak (pemberi dan penerima fiducia) mengadakan penjanjian
yang isinya bahwa, pemberi/debitor meminjam sejumlah uang dan berjanji ia
akan menyerahkan hak miliknya secara fiducia sebagai jaminan pada kreditor/
penerima fiducia,

Perjanjian kebendaan

Diantara kedua belah pihak (pemberi dan penerima fiducia) dilakukan
penyershan oleh pemberi fiducia/debitor kepada penerima fiducia/kreditor
secara constiutum possesorrum. Penyerahan secara constitutum possesorium
berarti bahwa barang jaminan kredit atau barang fiducia tetap berada dalam
kekuasaan debitor, ini berarti berlawanan dengan penyerahan nyata dalam
padai,

Perjanjian pinjam pakai

Diantara kedua pihak (pemberi dan penerima fiducia) mengadakan perjanjian
pinjam pakai, Pinjam pakai adalah konsekuensi logis dari penyerahan tersebut
yang mana penyerahan tersebut yang diserahkan adalah hak miliknya,
sehingga hak milik atas barang jaminan tersebut adalah telah berpindah
kepada kreditor terhadap barang tersebut karena pinjam pakai. (Rahman,
1998:214)
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3.1.3  Ukuran Analisis Dalam Pemberian Pembiayaan Konsumen

Prinsip-prinsip  perkreditan yang diterapkan  dalam pemberian

kredit/pembiayaan (Fuadi, 1996:21),

l.

Prinsip kepercayaan
Sesuai dengan asal kata kredit yang berarti kepercayaan, maka setiap
pemberian kredit sebenarnya mesti selalu dibarengi dengan kepercayaan.
Yaitu kepercayaan dari kreditor akan bermanfaatnya kredit bagi debitor
sekaligus kepercayaan oleh kreditor bahwa debitor akan dapat melunasi/
membayar kembali kreditnya/utangnya.
Prinsip kehati-hatian
Dengan melakukan pengawasan-pengawasan dari pihak kreditor terhadap
pihak debitor, prinsip ini berkaitan dengan dengan prinsip 5 C yaitu watak,
kemampuan, modal agunan dan prospek usaha debitor
Prinsip 5§ C
Prinsip 5 C adalah singkatan dari unsur-unsur Character, Capacity, Capital
Conditions of Economi , dan collateral. Untuk ini akan ditinjau satu persatu
dari unsur tersebut yang seyogyanya selalu ada dalam pembenian kredit
Kriteria 5 C itu adalah sebagai berikut; (Sembiring, 2000.68)
a. Character (kepribadian)
Dalam hal ini, para analis kredit pada umumnya mencoba melihat dan data
pemohon kredit yang telah disediakan oleh kreditor, bila perlu diadakan
wawancara, untuk mengetahui lebih rinci, bagaimana karakter yang
sesungguhnya dan calon debitor,
b. Capacity (kemampuan)
Menganalisis apakah permohonan dana yang diajukan sesuai dengan
kemampuan debitor, kemampuan ini dilihat dari penghasilan pemohon/
calon debitor
¢ Capital (Modal)
Permodalan dari debitor juga merupakan hal yang penting harus diketahui

oleh calon kreditornya. Karena permodalan dan kemampuan keuangan dan
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debitor akan mempunyai korelasi langsung dengan tingkat kemampuan
membayar kredit/utang kepada kreditor,

Collateral (jaminan)

Apakah jaminan yang diberikan oleh debitor sebanding dengan kredit yang
diminta, Hal ini penting apabila debitor tidak mampu melunasi utangnya
dikemudian hari

Conditions of Fconomic (kondisi ekonomi)

Sttuasi dan kondisi ekonomi negara pada waktu itu apakah memungkinkan
untuk diberikan kredit kepada debitor.

4. PrinsipSP
Selain prinsip 5 C juga terdapat apa yang dinamakan 5 P yaitu Party, Purpose,

Payment, Profitability, dan Protection, yaitu

a.

Party (para pihak)
Para pihak adalah titik sentral dari pemberian kredit , untuk itu pemberi
kredit harus memperoleh kepercayaan dari  debitor, bagaimana
karakter/kemampuan yang dimilikinya

Purpose (Tujuan)

Tujuan pemberian kredit harus diketahui oleh kreditor, apakah digunakan
untuk hal-hal yang positif atau tidak.

Payment (pembayaran )

Harus diperhatikan sumber pembayaran kredit harus cukup tersedia dan
aman, jadi harus dilihat dan dianalisis apakah setelah pemberian kredit
nanti, debitor punya sumber pendapatan sehingga debitor dapat melunasi
utangnya

Profitability (perolehan laba)

Kreditor harus dapat mengantisipasi apakah perolehan laba atau
penghasilan dari perusahaan debitor nantinya dapat melunasi utangnya
Protection (perlindungan)

Diperlukan perlindungan terhadap kredit yang diperoleh debitor dalam hal
ini bisa berupa asuransi, untuk berjaga-jaga apabila terjadi hal-hal vang
diluar kehendak para pihak.
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Pasal 5 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia

1) Pembebanan benda dengan jaminan fiducia dibuat dengan akta
notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan
fiducia

2) Terhadap pembuatan akta jaminan fiducia sebagaimana dimaksud
dengan ayat (1), dikenakan biaya yang besarmnya diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah

Dalam akta Jaminan Fiducia sesuai pasal 5 ayat | Undang-undang Nomor

42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia tersebut selain dicantumkan hari dan

tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta tersebut.

Akta jaminan fiducia sekurang-kurangnya memuat ;

1)

4)
5)

Identitas pihak pemberi dan penerima fiducia

Identitas tersebut meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau
tempat kedudukan dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan
pekerjaan.

Data perjanjian pokok yang dijamin fiducia yaitu mengenai macam
perjanjian dan utang yang dijamin dengan fiducia,

Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fiducia

Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fiducia cukup
dilakukan dengan mengidentifikasikan benda tersebut, dan dijelaskan surat
bukti kepemilikannya.

Dalam hal benda yang menjadi obyek jaminan fiducia merupakan benda
persediaan (invenfory) yang selalu berubah-ubah atau tidak tetap, seperti
stok bahan baku, barang jadi, atau portofolio perusahaan efek maka akta
Jaminan Fiducia dicantumkan mengenai jenis, merek, kualitas dari benda
tersebut

Nilai penjaminan, dan

Nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fiducia (Widjaja & Yani,
2003 :142)

Bentk perjanjian Fiducia yang dibuat oleh P.T Bussan Auto Finance

Jember secara tertulis berupa kontrak baku, yaitu berupa perjanjian pembiayaan

konsumen yang disatukan dan diikat dengan perjanjian penyerahan jaminan

fiducia, hal ini adalah untuk menekan biaya pembiayaan yang ditanggung oleh
debitor. (Wawancara dengan Bapak Ahmad Taufik selaku Chief Collector P.T
Bussan Auto Finance Jember pada tanggal 9 September 2005)

Dilihat dari kepastian hukum, adanya akta jaminan fiducia dalam bentuk
akta notanis sesungguhnya sangat baik untuk keamanan kredit, akan tetapi
ketentuan int kurang mempertimbangkan kepentingan praktis, sebab untuk
hutang-hutang bemilai relatif kecil yang dijamin dengan jaminan fiducia,
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jika harus dibuat dengan akta notaris akan memberatkan para pihak dari

segi pembiayaan, khususnya bagi Debitor, namun dengan beberapa

perkecualian akta jaminan fiducia cukup dibuat dengan bentuk akta

dibawah tangan (Supramono, 1997:95)

Sesuai dengan pasal 5 Undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang
Jaminan Fiducia, bahwa setiap jaminan fiducia harus dibuat dengan akta notaris
agar mempunyai kekuatan hukum yang sempurna, hal ini untuk mengantisipasi
apabila nanti debitor wanprestasi maka kreditor dapat lebih mudah mengeksekusi
barang yang dijaminkan dengan Jaminan Fiducia dan sebagai bukti yang kuat
dalam pembuktian di pengadilan

3.1 Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dalam Pembelian
Sepeda Motor Yamaha Pada P.T Bussan Auto Finance Jember.
Perjanjian pembiayaan konsumen adalah perjanjian dalam bentuk kontrak
baku antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan nasabah atau konsumen
untuk pembiayaan pengadaan barang berdasarkan kebutuhan dengan sistem
pembayaran angsuran/berkala oleh konsumen
321 Syarat-syarat Dalam Melakukan Perjanjian Pembiayaan
Syarat-syarat untuk sahnya perjanjian adalah yang ditentukan pasal 1320
KUH Perdata dan ditambah dengan syarat yang ditentukan oleh pihak P.T Bussan
Auto Finance Jember adalah sebagai berikut
I, Adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan din
Artinya, antara P'T Bussan Auto Finance Jember selaku kreditor dan debitor
sebelum melakukan perjanjian pembiayaan konsumen, antara kedua belah
pihak tersebut telah terjadi kesepakatan unwk mengikatkan din untuk
mengadakan perjanjian nantinya. Sesuai dengan pasal 1233 KUH Perdata
“Tiap-tiap perikatan baik dilahirkan karena persetujuan, baik karena undang-
undang”, juga tercantum dalam Pasal 1313 KUH Perdata Suatu persetujuan
adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan

dirinya terhadap satu orang atau lebih”
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2. Adanya kecakapan,

Artinya pihak-pihak dalam perjanjian yang mengadakan perjanjian, harus
sudah cakap berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku untuk
melakukan perbuatan hukum. Jadi untuk dapat melakukan peranjian
pembiayaan konsumen dengan P T Bussan Auto Finance Jember harus cakap
menurut hukum sesuai dengan pasal 1329 KUH Perdata : “Setiap orang
adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang
tidak dinyatakan tak cakap.

Subjek hukum yang digolongkan tidak cakap membuat perjanjian diatur
dalam pasal 1330 KUH Perdata :

a. orang-orang yang belum dewasa;

b. mereka yang ditaruh dibawah pengampuan,

¢. orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-
undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang
telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu

3. Adanya suatu hal tertentu
Adanya suatu hal tertentu dapat diartikan perjanjian it harus diketahui dan
jelas tentang hal tertentu dalam hal ini adalah objek dari perjanjian
pembiayaan konsumen. Obyek dari perjanjian pembiayaan konsumen dengan
PT Bussan Auto Finance Jember ini adalah “sepeda motor Yamaha”

4. Sebab yang halal.
Artinya bahwa dalam hal perjanjian pembiayaan yang dilakukan oleh P T
Bussan Auto Finance Jember dengan debitor it harus menurut peraturan
perundang-undangan berlaku yang diatur dalam pasal 1336 KUH Perdata
“Jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi ada suatu sebab yang halal, ataupun
jika ada sebab yang lain, dari pada yang dinyatakan, persetujuannya namun
demikian adalah sah”
Jadi bukan suatu hal yang dilarang oleh pemerintah, bukan suatu hal yang
bertentangan dengan hukum dan undang-undang, bukan suaw hal yang
mengganggu kepentingan umum dan norma kesusilaan yang ada dimasyarakat
berdasarkan pasal 1337 KUH Perdata.
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5. Memenuhi syarat-syarat administrasi
Memenuhi syarat-syarat yang lain yang ditentukan oleh P T Bussan Auto
Finance Jember yang telah disebutkan dalam prosedur permohonan
pembiayaan konsumen. (Wawancara dengan Bapak Ahmad Taufik selaku
Chief Collector P.T Bussan Auto Finance Jember pada tanggal 9 September
2005)

Dalam ketentuan pasal 1338 KUH Perdaia ditegaskan bahwa setiap
perjanjian yang dibuat secara sah adalah mengikat para pihak yang membuat
perjanjian sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya Persetujuan
tersebut tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak dalam perjanjian, kecuali jika
hal tersebut dikehendaki oleh kedua belah pihak disertai dengan alasan yang tidak
bertentangan dengan undang-undang.

3 22 Kedudukan, Hak Dan Kewajiban Para Pihak
Menurut Fuady (1995:208) ada tiga pihak vang terlibat dalam suatu
transaksi pembiayaan konsumen, yaitu pihak perusahaan pembiayaan dalam hal
ini adalah PT Bussan Auto Finance Jember, pihak konsumen atau debitor dan
pihak supplier (dealer) Hubungan pihak kreditor dengan pihak konsumen
(debitor), hubungan ketiga pihak im berkaitan satu dengan yang lain:
I Hubungan pihak kreditor (P.T Bussan Auto Finance Jember) dengan pihak
debitor
Hubungan antara pihak kreditor (P T Bussan Auto Finance Jember)
dengan pihak debitor ini disebut hubungan kontraktual dalam hal ini kontrak
pembiayaan konsumen, dimana pihak pemberi biaya disebut sebagai kreditor,
dan pihak penerima biaya sebagai debitor. Dengan demikian, sebagai
konsekuensi yuridis dan perjanjian kredit tersebut, maka setelah seluruh
kontrak ditandatangani, dan dana sudah dicairkan serta barang sudah
diserahkan oleh supplier kepada debitor maka barang vang disalurkan sudah
menjadi milik debitor, walaupun kemudian biasanya barang tersebut dijadikan

jaminan hutang lewat penjanjian fiducia.
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2. Hubungan pihak debitor dengan supplier (dealer)

Antara pihak debitor dengan pihak dealer terdapat suatu hubungan jual
beli, dalam hal ini jual beli bersyarat, artinya pihak dealer selaku penjual
menjual barang kepada pihak debitor selaku pembeli dengan syarat bahwa
harga akan dibayar pihak ketiga yaitu pihak pemben biaya Svarat tersebut
mempunyai arti bahwa karena alasan apapun pihak pemben biaya tidak dapat
menyediakan dananya, maka jual beli antara pihak dealer dengan debitor
sebagai pembeli akan batal

3. Hubungan kreditor dengan dealer

Hubungan antara pihak kreditor dengan dealer (supplier/penyedia
barang) tidak mempunyai hubungan hukum yang khusus, kecuali pihak
penyedia dana hanya pihak ketiga yang disyaratkan untuk menyediakan dana
untuk digunakan dalam perjanjian jual beli antara pihak supplier (dealer)
dengan pihak konsumen (debitor). Apabila pihak penyedia dana wanprestasi
dalam menyediakan dananya, sementara kontrak jual beli maupun kontrak
pembiayaan konsumen telah selesai dilakukan, jual beli bersyarat antara pihak
supplier (dealer) dengan pihak konsumen (debitor) akan batal, sementara
pihak debitor dapat menggugat pihak pemben dana (kreditor) atas wanprestasi
tersebut

Hak dan kewajiban antara pemberi fiducia (debitor) dengan penerima
fiducia (kreditor) yaitu -
I) Hak dan kewajiban pemberi Fiducia (debitor)

a. laberhak menguasal barang jaminan yang difiduciakan,

b. la berhak meminta/menerima sisa hasil penjualan barang jaminan yang
difiduciakan, setelah dikurangi dengan pembayaran pelunasan utang-
utangnya,

¢. la berhak meminta kembali hak milik yang telah diserahkannya kepada
penerima fiducia/kreditor apabila utangnya telah dibayar lunas
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Disamping ada hak-hak juga ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemberi

fiducia, antara lain:

a. la berkewajiban memelihara dan menjaga keselamatan barang jaminan
yang difiduciakan, termasuk dengan cara mengasuransikan.

b. la berkewajiban melaporkan keadaan barang jaminan yang difiduciakan
apabila terjadi sesuatu diluar kehendak,

¢. la berkewajiban membayar seluruh utang sampai lunas terutama dari hasil
penjualan barang jaminan yang difiduciakan, apabila ia wanprestasi.

2) Hak dan kewajiban penerima fiducia (kreditor)

a. la berhak mengawasi barang jaminan yang difiduciakan, sebagaimana hak
yang telah diberikan kepadanya sebagai pemilik atas barang jaminan
tersebut,

b. la berhak menjual barang jaminan (dimuka umum) bila debitor/pemberi
fiducia wanprestasi, sebagaimana hak yang diberikan sistem hukum
jaminan,

¢. la berhak mengambil pelunasan dari hasil penjualan dan barang jaminan
yang difiduciakan, bila debitor/pemberi fiducia wanprestasi.

Disamping ada hak-hak yang diperoleh, juga ada kewajiban yang harus

dipenuhi oleh penerima fiducia, antara lain

a. la berkewajiban memberikan kekuasaan kepada pemberi fiducia/debitor,
atas barang jaminan yang difiduciakan dan penyerahan mana dilakukan
pinjam pakai,

b. la berkewajiban menyerahkan kelebihan dari harga hasil penjualan atas
barang jaminan setelah dikurangi utang debitor/pemberi fiducia

c. laberkewajiban menyerahkan kembali hak milik atas barang jaminan yang
difiduciakan kepada pemberi fiducia/debitor apabila utangnya dibayar
lunas, (Rahman, 1998:219)
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Faktor penunjang dan faktor penghambat pelaksanaan perjanjian

pembiayaan konsumen

Adanya perjanjian pembiayaan konsumen dapat menimbulkan faktor-

faktor yang dapat menunjang dan menghambat dalam pelaksanaan perjanjian

pembiayaan konsumen pada P.T Bussan Auto Finance Jember akan dijelaskan

sebagai berkut:

A. Faktor penunjang terjadinya pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen

pada P.T Bussan Auto Finance Jember, antara lain:

1)

3)

4)

3)

6)

Kepercayaan masyarakat terhadap mutu dan kualitas dari kendaraan roda
dua merek Yamaha yang tinggi menjadikan konsumen lebih memilih
produk Yamaha daripada merek lain, apalagi pembelian bisa dengan cara
angsuran melalui PT Bussan Auto Finance Jember selaku kredit resmi
Yamaha, hal ini merangsang konsumen yang tidak mampu membeli secara
tunai dengan mengajukan permohonan pembiayaan.

Apabila dibanding dengan pengambilan kredit bank maka pembiayaan
melalui P'T Bussan Auto Finance Jember lebih cepat dan mudah, hal ini
karena proses yang sudah diatur sedemikian rupa dan tidak memerlukan
sejumlah agunan melainkan hanya jaminan secara fiducia kendaraan roda
dua merek Yamaha yang akan diperolehnya

Adanya permodalan yang besar dari P T Bussan Auto Finance Jember
menjadikan proses pelaksanaan selalu siap bayar dan memudahkan
konsumen untuk membeli sepeda motor Yamaha secara kredit dengan
mendapatkan pembiayaan konsumen

Bagi debitor, apabila debitor tersebut dalam perjanjian pembiayaan
konsumen melaksanakan prestasinya dengan baik maka akan mendapatkan
kepercayaan dan semua lembaga pembiayaan, apabila akan mengajukan
permohonan pembiayaan lagi akan mudah dikabulkan

Adanya service/pelayanan yang baik dan memuaskan dan P T Bussan
Auto Finance Jember selaku kreditor

Adanya asuransi dari P.T Asuransi Central Asia (ACA) apabila terjadi hal-
hal diluar kehendak.
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7) Adanya kesadaran akan hak dan kewajiban kedua belah pihak

B. Faktor penghambat pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada P.T

Bussan Auto Finance Jember

1) Adanya wanprestasi dari pihak konsumen menjadikan uang angsuran dan
bunga yang seharusnya didapat dan sebagai keuntungan menjadi hilang
walaupun piutang pokoknya nanti bisa dipenuhi dengan cara penjualan
barang jaminan.

Macam-macam wanprestasi yang dilakukan debitor biasanya berupa

(1) Karena kesalahan, baik karena kesengajaan maupun kelalaian debitor
sesuai dengan pasal 23 ayat 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999
tentang Jaminan Fiducia, antara lain
a) Keterlambatan pembayaran angsuran,

b) Menggadaikan, menjual atau mengalihkan barang jaminan kepada
pihak lain tanpa ijin dan P T Bussan Auto Finance Jember,
¢) Kredit atas nama orang lain.

(2) Karena sesualu vang terjadi diluar kehendak debitor (Force
majeure/overmacht), apabila terjadi sesuatu diluar kehendak para
pihak, misalnya pencurian, kebakaran, dll maka pihak P T Asuransi
Central Asia (ACA) akan mengganti kerugian vang ditanggung oleh
debitor karena dalam hal ini debitor dalam perjanjian pembiayaan
konsumen dengan kreditor adalah wajib untuk mengasuransikan
kepada pihak asuransi yang ditunjuk oleh P T Bussan Auto Finance
Jember (kreditor)

2) Debitor tidak beritikad baik, adanya debitor yang beritikad tidak baik
yaitu dengan sengaja mendapatkan dana pembiayaan, tapi setelah
mendapatkan barang konsumen tersebut digunakan untuk kepentingan
yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (Wawancara dengan Bapak
Ahmad Taufik selaku Chief Collector P T Bussan Auto Finance Jember
pada tanggal 10 Oktober 2005)

Namun perjanjian tidak hanya berakhir karena wanprestasi yang dilakukan

oleh pihak debitor saja, akan tetapi suatu perjanjian suatu saat akan berakhir,


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember 37

dengan beberapa faktor yang mempengaruhi Pengaturan tentang hapusnya
perikatan terdapat pada -

KUH Perdata, secara umum diatur pada pasal 1381. Hapusnya perikatan dapat

terjadi karena -

a. Pembayaran.

b. Adanya “consignatie” yaitu penawaran pembayaran tunai diikuti oleh
penyimpanan barang/ penitipan barang.

¢. Pembaharuan utang (novatie), yaitu suatu cara untuk menghapuskan
perikatan lama, tetapi membuat kembali perikatan baru.

d. Adanya kompensasi (perjumpaan utang), vaim terjadi apabila dalam
perikatan yang bersangkutan antara pihak saling mempunyai utang,
sehinggea dilakukan perfjumpaan utang,

e. Percampuran utang (confucio) terjadi apabila kedudukan kreditor dengan
debitor berada dalam satu orang, misalnya karena perkawinan, atau
debitor menjadi ahli wans dani kreditor

f. Pembebasan utang, terjadi apabila kreditor melepaskan haknya untuk
menagih piutangnya terhadap debitor.

£. Hapusnya barang yang terutang,

h  Pembatalan perjanjian atau kebatalan, dengan dibatalkannya suatu

I

|

perjunjian maka pada umumnya perikatannya juga menjadi hapus, karena
perikatan itu timbul dari adanya perjanjian.
Berlakunya suatu syarat batal, diatur dalam bab I Buku 11T KUH Perdata

Lewat waktu (daluwarsa).

Diluar KUH Perdata, hapusnya perikatan karena

a
b

c

="

Lewatnya ketetapan waktu yang dicantumkan dalam perjanjian,
Hilangnya atau meninggalnya salah satu pihak dalam perjanjian,
Meninggalnya orang yang memberikan perintah,

Pernyataan pailit dalam perjanjian “maatschap”,

Dalam perjanjian ditegaskan hal-hal yang menghapuskan perjanjian.

Menurut Setiawan (1994:68) “Hapusnya persetujuan harus benar-benar
dibedakan daripada hapusnya perikatan, karena suatu perikatan dapat
hapus, sedangkan persetujuannya yang merupakan sumbemya masih
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tetap ada. Hanya jika semua perikatan-perikatan daripada persetujuan
telah hapus seluruhnya, maka persetujuannya akan berakhir Dalam hal
ini hapusnya persetujuan sebagai akibat daripada persetujuan dapat pula
mengakibatkan hapusnya perikatan-perikatannya, vaitu apabila suatu
persetujuan hapus dengan berlaku surut, misalnya sebagai akibat dari
pembatalan berdasarkan wanprestasi (Pasal 1266 KUH Perdata) maka
semua perkatan yang telah terjadi menjadi hapus, perikatan-perikatan
tersebut tidak perlu lagi dipenuhi dan apa yang telah dipenuhi harus
ditiadakan. Akan tetapi dapat juga terjadi bahwa persetujuan
berakhir/hapus untuk waktu selanjutnya, jadi kewajiban-kewajiban
yang telah ada tetap ada”™

Cara hapusnya persetujuan atau perjanjian, menurut Setiawan (1994 69)

diuraikan sebagai berikut:

Persetujuan dapat hapus karena

.

Ditentukan dalam persetujuan oleh para pihak, yaitu oleh pihak debitor
maupun pihak kreditor

Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu persetujuan.

Para pihek atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan
terjadinya peristiwa tertentu, maka persetujuan akan hapus

Pemyataan menghentikan persetujuan (op zegging). Op zegging dapat
dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak, op zegging
hanya ada pada persetujuan-persetujuan yang bersifat sementara.
Putusan hakim, yang membatalkan atau menghapuskan persetujuan
tersebut

Tujuan persetujuan telah tercapai, tujuan persetujuan tersebut telah
dipenuhi oleh kedua belah pihak.

Dengan persetujuan para pihak (herroeping), baik debitor maupun
kreditor menyetujui pengakhiran persetujuan tersebut

Berdasarkan pasal 25 ayat | Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999

tentang Jaminan Fiducia tentang hapusnya jaminan fiducia karena hal-hal sebagai

henkut
a

b

c

hapusnya utang yang dijamin dengan fiducia
pelepasan hak atas jaminan oleh penerima fiducia; atau

musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fiducia.

@ AAILIK UPT PERPUSTAIKAN

UNTVERSITAS JEMBER
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Menurut Salindeho (1994:4 ) “Fiducia bersifat accesoir, berarti
mengikuti, mengekori, membuntuti atau mendekati orang/barang yang terkait
padanya sebagai accesi™,

Sesuai dengan sifat ikutan jaminan fiducia maka adanva jaminan fiducia
tergantung adanya piutang yang dijamin pelunasannya, apabila piutang tersebut
hapus karena hapusnya utang atau karena pelepasan, maka dengan sendirinya
jaminan fiducia yang bersangkutan menjadi hapus tetapi musnahnya benda yang
menjadi objek jaminan fiducia tidak menghapuskan klaim asuransi, jika tidak
diperjanjikan lain. Jadi benda yang menjadi objek jaminan fiducia musnah dan

benda tersebut diasuransikan maka klaim asuransi akan menggantinya

3.3 Cara  Penyelesaian  Wanprestasi Dalam  Perjanjian  Pembiayaan
Konsumen Pada P.T Bussan Auto Finance Jember,
Menurut Syahrani (2004.218)

Prestasi adalah suatu sebab yang wajib yang harus dipenuhi oleh debitor
dalam setiap perikatan. Prestasi merupakan isi dan perikatan. Apabila
debitor tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam
perjanjian, ia dikatakan wanprestasi (kelalaian)

Jadi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak wajib
dipenuhi, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kesepakatan tersebut maka
pihak tersebut dinyatakan wanprestasi atau telah melakukan kelalaian.

Menunit Muhammad (1992:21)

“ada tiga keadaan untuk menentukan apakah seseorang debitor bersalah,

adalah

a. Debitor ndak memenuhi prestasi sama sekali
Debitor tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk
dipenuhi dalam suatu perjanjian, atau tidak memenuhi kewajiban yang
ditetapkan undang-undang, dalam perikatan yang timbul karena
undang-undang,

b. Debitor memenuhi prestasi tidak baik atau keling
Debitor melakukan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa
yang ditentukan undang-undang tetapi tidak sebagaimana mestinya
menurut kualitas yang ditentukan dalam peranjian atau menunut
kualitas yang ditetapkan oleh undang-undang

c. Debitor memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya
Debitor memenuhi prestasi, tetapi terlambat, waktu yang  ditetapkan
dalam perjanjian tidak dipenuhi™.
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Wanprestasi terjadi jika salah sam pihak tidak memenuhi kewajiban dalam
perikatan, baik perikatan yang timbul dari undang-undang maupun dari
persetujuan. Wanprestasi yang dilakukan oleh debitor dapat berupa tidak
memenuhi prestasi sama sekali, memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau kelirn
dan memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya. Terhadap wanprestasi
yang dilakukan oleh debitor tersebut masing-masing dapat dikenakan sanksi yang
tidak sama, tergantung dari wanprestasi yang dilakukan.

Subekti (1985a:45). “Menambahkan suatu keadaan lagi yang menentukan
bahwa debitor dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi, yaitu
melaksanakan sesuatu perjanjian yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan”

Perjanjian yang telah dibuat harus dilaksanakan sesuai dengan isi
perjanjian oleh kedua belah pihak, akan tetapi dalam pelaksanaan perjanjian
tersebut debitor melaksanakan suatu hal yang dilarang oleh perjanjian yang dibuat
antara kreditor dengan debitor maka debitor dinyatakan sengaja atau lalai tidak
memenuhi prestasi kepada kreditor, maka kreditor dapat memberikan sanksi
kepada debitor sesuai dengan isi perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah
pihak.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh kreditor apabila debitor
wanprestasi, adalah sebagai berikut
8. Penyelesaian Diluar Pengadilan,

I Penyelesaian dengan pendekatan kepada debitor.

Berdasarkan kebijaksanaan PT Bussan Auto Finance Jember upaya yang

ditempuh adalah mengadakan pendekatan-pendekatan secara kekeluargaan

dan musyawarah terhadap pihak debitor dengan memberikan himbauan-
himbauan agar debitor mau membayar utangnya kepada kreditor, upaya ini
sening dilakukan dan yang paling diutamakan oleh P T Bussan Auto

Finance Jember untuk menghadapi pihak debitor karena dianggap paling

efektif dan efisien.

2 Pembenian peringatan
Pihak PT Bussan Auto Finance Jember akan memberikan

peringatan/teguran apabila debitor melakukan keterlambatan pembayaran
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angsuran, peringatan ini dilakukan oleh petugas P T Bussan Auto Finance

Jember yang dilakukan oleh collecior (yang dalam hal ini tugasnya adalah

melakukan penagihan kepada debitor/konsumen).

Petugas dan P.T Bussan Auto Finance Jember tersebut mendatangi pihak

debitor dengan membawa Surat Peringatan (surat peringatan untuk

melakukan pembayaran atas tunggakan yang dilakukan) yang terdiri atas

a. Surat Peringatan | ® setelah masa tempo 4 (empat) hari pembayaran,
yang berisi tentang jumlah setoran beserta bunga, denda dan hal-hal
lain dilakukan oleh petugas P.T Bussan Auto Finance Jember yaity
oleh collector

b. Surat Peringatan II, setelah masa tempo 15 (lima belas) hari
pembayaran. SP 11 tidak lagi dikirim oleh collector akan tetapi dikirim
melalui kantor pos, gunanya adalah untuk pembuktian di Pengadilan
Negeri apabila sampai terjadi sengketa

¢. Surat Peringatan IlI, setelah masa tempo 25 (dua puluh lima) han
pembayaran ditambah 7 (tujuh) hari untuk melunasi pembayaran, hal
ini tidak lagi melalui collector atau kantor pos akan tetapi dilakukan
oleh reposesor (orang yang memposisikan atau mengembalikan barang
jaminan dari nasabah kepada P T Bussan Auto Finance Jember, karena
debitor wanprestasi atau terlambat melakukan pembayaran sesuai
perjanjian yang telah disepakati) ditambah 7 (tujuh) hari setelah
kedatangan reposesor.

. Penundaan waktu pelunasan kredit P T Bussan Auto Finance Jember

Dengan mengajukan penawaran kepada debitor dalam perpanjangan

beberapa waktu untuk digunakan oleh debitor untuk melakukan pelunasan

kreditnya, dalam hal ini telah disebutkan dalam SP 111 bahwa masa tempo

25 (dua puluh lima) hari plus 7 (tujuh) har setelah reposesor datang

ditambah lagi wakiu 7 (tujuh) han. Jadi ada waktu penundaan waktu

pelunasan sampai dengan 39 (tiga puluh sembilan) hari.
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4 Eksekusi pada barang jaminan

Apabila debitor tidak menghiraukan SP III vang dilakukan oleh PT

Bussan Auto Finance Jember yang dilakukan oleh reposesor dengan

penundaan waktu pelunasan selama 39 (tiga puluh sembilan) hari tersebut.

maka reposesor membawa barang/benda jaminan kepada P T Bussan Auto

Finance Jember Dalam perjanjian antara pihak P.T Bussan Auto Finance

Jember selaku kreditor dan debitor telah disebutkan tentang eksekusi

barang jaminan untuk melunasi utang-utang debitor Namun dalam

prakieknya, P.T Bussan Auto Finance Jember masih memberikan
kelonggaran waktu pada pihak debitor agar dapat membayar dan melunasi
tagihan utangnya pada P.T Bussan Auto Finance Jember(Wawancara
dengan Bapak Ahmad Taufik selaku Chief Collector PT Bussan Auto

Finance Jember pada tanggal 10 Oktober 2005).

Dalam hal pemberian penngatan apabila debitor melakukan keterlambatan
pembayaran angsuran, sebelumnya diuraikan terlebih dahulu mengenal macam-
macam wanprestasi yang dilakukan oleh debitor

Menurut Syahrani (2004:218)

Wanprestasi seorang debitor dapat berupa 4 macam yaitu:

(1) sama sekali tidak memenuhi prestasi,

(2) tidak tunai memenuhi prestasi,

(3) terlambat memenuhi prestasi;

(4) keliru memenuhi prestasi

Berdasarkan uraian diatas bahwa pemberian peringatan tersebut diberikan
kepada debitor yang melakukan wanprestasi, dalam perjanjian pembiayaan
konsumen ini debitor dituntut untuk memberikan prestasi, apabila debitor tidak
memenuhi prestasi tersebut maka kreditor dapat lebih dahulu memberi teguran
(sommatic) agar ia memenuhi kewajibannya. Tentang bagaimana caranya
memberikan teguran terhadap debitor agar jika ia tidak memenuhi teguran itu
dapat dikatakan wanprestasi, yang diatur dalam pasal 1238 KUH Perdata yang
menentukan bahwa teguran itu harus dengan surat perintah atau dengan akia

sejenis.
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Pasal 1238 KUH Perdata menyebutkan bahwa surat penntah yang
dimaksud adalah peringatan resmi oleh juru sita pengadilan, sedangkan vang
dimaksud dengan akta sejenis adalah suatu tulisan biasa (bukan resmi), surat
maupun telegram, yang tujuannya sama yakni untuk memberikan peringatan
kepada debitor agar memenuhi prestasi. Dalam prakteknya yang dilakukan oleh
P.T Bussan Auto Finance Jember adalah dengan pembernian peringatan dengan
menggunakan surat peringatan yang dilakukan oleh collector (petugas yang
ditunjuk untuk memberikan surat peringatan tersebut kepada debitor)

Berdasarkan Undang-undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan
Fiducia yaitu pasal 29 menyebutkan bahwa :

I. Apabila debitor atau Pember Fiducia cidera janji, eksekusi terhadap
Benda yang menjadi objek Jaminan Fiducia dapat dilakukan dengan cara

a. Pelaksanaan title eksekutonal sebagaimana dimaksud dalam pasal
15 ayat (2) oleh penerima fiducia;

b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fiducia atas
kekuasaan penerima fiducia sendin melalui pelelangan umum serta
mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;

c. Penjualan dibawah tangan vyang dilakukan berdasarkan
kesepakatan pemben dan penenma fiducia jika dengan cara
demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan
para pihak,

2. Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf ¢ dilakukan
setelah lewat waktu | (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh
pemberi dan penenma fiducia kepada pihak-pihak yang berkepentingan
dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar di daerah vang
bersangkutan

Jadi prnnsipnya adalah bahwa penjualan benda yang menjadi obyek
jaminan fiducia harus melalui pelelangan umum karena dengan cara ini
diharapkan memperoleh harga yang paling tinggi Jika penjualan melalui
pelelangan umum diperkirakan tidak menghasilkan harga tertinggi vang
menguntungkan baik pemben  fiducia maupun penenma fiducia, maka
dimungkinkan penjualan dibawah tangan asalkan hal tersebut disepakati oleh
pemberi dan penenma fiducia. Penjualan dibawah tangan harus diberitahukan
secara tertulis oleh pemberi dan penerima fiducia kepada pihak-pihak yang
berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang
beredar di daerah yvang bersangkutan
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Pasal 30 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia
“Pemberi fiducia wajib menyerahkan benda yang berkepentingan dan
diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar vang beredar di daerah
yang bersangkutan”.

Pasal 30 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia
ini mewajibkan pemberi fiducia ini untuk menyerahkan benda yang menjadi
obyek jaminan fiducia, apabila pemberi fiducia tidak menyerahkan benda yang
menjadi obyek jaminan fiducia pada wakw eksekusi dilaksanakan, penerima
fiducia berhak mengambilnya dan demi kelancaran pelaksanaan tersebut meminta
bantuan pihak berwenang dalam hal ini adalah kepolisian.

Pasal 1155 ayat (1) KUH Perdata

“Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang
adalah berhak jika si berutang atau si pemberi gadai bercidera janji, setelah
tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau jika tidak telah ditentukan
suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk
membayar, menyuruh menjual barang gadainya dimuka umum menurut
kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku,
dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta
bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut”

Walaupun pasal 1155 ayat (1) KUH Perdata ini berlaku terhadap gadai tapi
bisa juga diberlakukan untuk jaminan fiducia karena ketentuannya sama

Pasal 34 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia

I Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima
fiducia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pember
fiducia

2. Apabila hasil eksckusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang

debitor tetap bertanggung jawab atas utang vang belum terbayar
Sebelum eksckusi tersebut dilakukan, P.T Bussan Auto Finance Jember
selalu mengupayakan penvelesaian secara damai yaitu dengan jalan membujuk
debitor untuk mau melunasi utangnya atau dengan jalan mengalihkan atau
menjual kepada pihak lain yang nantinya digunakan untuk pelunasan utang
debitor kepada P.T Bussan Auto Finance Jember yaitu debitor diminta untuk

mencari pembeli baru dengan fasilitas yang diberikan oleh P.T Bussan Auto
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Finance Jember dengan balik nama terhadap pembeli secara cuma-cuma, jadi
eksekusi dilaksanakan dengan damai tanpa hadirnya aparat kepolisian
Hal ini dilakukan dengan tujuan
I. Menjaga nama baik kedua belah pihak yaitu pihak debitor dan pihak P.T
Bussan Auto Finance Jember selaku kreditor
2. Cara penyelesaian secara damai dengan jalan kekeluargaan dan
musyawarah adalah dianggap paling efektif dan efisien Selain itu adanya
kemungkinan PT Bussan Auto Finance Jember akan mendapatkan
kembali pelunasan utang dari debitor dan memberikan kesempatan kepada
debitor untuk membayar utangnya (Wawancara dengan Bapak Ahmad
Taufik selaku Chief Collector PT Bussan Auto Finance Jember pada
tanggal 10 Oktober 2005)
b. Penyelesaian Melalui Proses Pengadilan

Apabila timbul permasalahan sebagai akibat dari perjanjian pembiayaan
konsumen dan tidak dapat diselesaikan secara damai atau kekeluargaan diluar
pengadilan maka pihak yang merasa dirugikan mempunyai hak untuk menuntut
supaya perselisihan yang timbul dari perjanjian pembiayaan konsumen tersebut
diselesaikan melalui pengadilan. Kreditor dapat menggugat debitor yang
wanprestasi di Pengadilan Negeri yang berwenang, terhadap gugatannya kreditor
harus dapat membuktikan bahwa debitor telah benar-benar melakukan
wanprestasi.  Kreditor dalam tuntutannya dapat memilih sanksi-sanksi dari
beberapa kemungkinan tuntutan kepada debitor, yaitu
a pemenuhan perjanjian,

b. pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi,

€. ganti rugi saja,

d. pembatalan perjanjian,

¢, pembatalan perjanjian disertai ganti rugi (Subekti,1985a:53),

Dalam praktek yang banyak ditempuh oleh P.T Bussan Auto Finance
Jember dalam menyelesaikan sengketa akibat wanprestasi yang dilakukan oleh
debitor adalah penyelesaian secara damai atau dengan jalan kekeluargaan dan
musyawarah karena dianggap paling efektif dan efisien. Selain i adanya
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pelunasan utang dari debitor dan memberikan kesempatan kepada debitor untuk
membayar utangnya karena disamping biaya murah dan cepat, juga dapat menjaga
nama baik kedua belah pihak baik debitor maupun kreditor
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BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut:

Mekanisme terjadinya pembuatan perjanjian pembiayaan konsumen dalam
pembelian sepeda motor Yamaha pada P T Bussan Auto Finance Jember
dalam prakteknya menggunakan kontrak baku Permohonan Pembiayaan
konsumen yang diajukan oleh debitor harus sesuai dengan prosedur dan harus
memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh P T Bussan Auto Finance
Jember

Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dalam pembelian sepeda motor
Yamaha pada PT Bussan Auto Finance Jember pada dasarnya berjalan
dengan baik, dalam pelaksanaannya ada dua fakior yang mempengaruhi
pelaksanaan  pembiayaan konsumen vyaitu: faktor penunjang dan faktor
penghambat. Faktor penunjang tersebut diantaranya adalah kepercayaan
masyarakat terhadap mutu dan kualitas dari kendaraan roda dua merek
Yamaha, pengambilan pembiayaan melalui P T Bussan Auto Finance Jember
lebih cepat dan mudah, adanya pelayanan yang baik dan memuaskan dari P.T
Bussan Auto Finance Jember, adanya asuransi dari P.'T Asuransi Central Asia,
adanya kesadaran akan hak dan kewajiban kedua belah pihak dan faktor
penghambat meliputi wanprestasi yang dilakukan oleh debitor.

3 Cara penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada

PT Bussan Auto Finance Jember dalam praktek melalui cara damai yaitu
dengan pendekatan kepada debitor agar mau melunasi utangnya (penyelesaian
diluar pengadilan), penyelesaian secara damai dianggap lebih efektif dan
efisien, selain itu penyelesaian secara damai dianggap dapat menjaga nama
baik kedua belah pihak. Kalau hal tersebut tidak memungkinkan maka P.T
Bussan Auto Finance Jember mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri

yang berwenang,

47
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4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis

dapat memberikan saran sebagai berikut:

L

Untuk kreditor dalam hal in1 P. T Bussan Auto Finance Jember

Perjanjian pembiayaan konsumen dengan Jaminan Fiducia pada P. T Bussan
Auto Finance Jember sebaiknya dibuat sesuai dengan undang-undang yang
berlaku yaitu dibuat dengan akta autentik (dibuat oleh Notaris) dan
didaftarkan pada kantor pendafiaran fiducia agar memiliki kekuatan hukum
yang Sempurna.

Untuk debitor

Debitor sebaiknya memberikan keterangan yang benar dalam mengisi syarat-
syarat permohonan yang diajukan kepada pihak kreditor, dan debitor harus
beritikad baik dalam membuat kesepakatan yang dibuat dengan pihak kreditor
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B. Perundang-undangan.

2

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.
Keputusan ~ Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor
1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan
Lembaga Pembiayaan

Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 448/SK 017/2000 tentang

Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan
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LAMPIRAN TI1

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG
JAMINAN FIDUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:
a. bahwa kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha

atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan dadanya ketentuan hukum

yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan;

b. bahwa jaminan Fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan sampai
saal i1 masih didasarkan pada vurisprudensi dan belum diatur dalam

peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif:

¢. bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu
pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta
mampu  memberikan  perlindungan  hukum bagi pihak yang
berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai
Jaminan fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada Kantor

Pendaftaran fidusia,

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b,
dan ¢ dipandang perlu membentuk Undang-undang tentang Jaminan

fidusia.

Mengingat:
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945,

Dengan Persetujuan:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:!
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG JAMINAN FIDUSIA

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
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Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar
kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya
dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud
maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan
yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap
berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan
utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada
Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya

Piutang adalah hak untuk menerima pembayaran

Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik vang
berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun vang tidak
terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani
hak tanggungan atau hipotek.

Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda
yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai
piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah
uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata vang lainnya, baik secara
langsung maupun kontinjen.

Kreditor adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau
undang-undang,

Debitor adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-
undang

10, Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi,

BAB 11
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Undang-undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk
membebani Benda dengan Jaminan Fidusia.

Pasal 3

Undang-undang ini tidak berlaku terhadap

H

Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang
peraturan perundang-undangan vang berlaku menentukan jaminan atas benda-
benda tersebut wajib didafiar,

Hipotek atas kapal yang terdafiar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh)
M3 atau lebih,
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¢. Hipotek atas pesawat terbang; dan
d.  Gadai.

BAB 111
PEMBEBANAN, PENDAFTARAN, PENGALTHAN, DAN HAPUSNYA
JAMINAN FIDUSIA

Bagian Pertama
Pembebanan Jaminan Fidusia

Pasal 4

Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dan suatu perjanjian pokok yang
menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

Pasal 5

(1) Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris
dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.

(2) Terhadap pembuatan akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah,

Pasal 6

Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekurang-kurangnya
memuat :

identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia,

data perjanjian pokok yang dijamin fidusia,

uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia,
nilai penjaminan, dan

e a6 o p

nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Pasal 7
Utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia dapat berupa
a utang yang telah ada,

b utang yang akan timbul di kemudian hari yvang telah diperjanjikan dalam
jumlah tertentu, atau

¢ utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan
perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi

Pasal 8

Jaminan Fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu Penerima Fidusia atau
kepada kuasa atau wakil dan Penerima Fidusia tersebut
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(1)

(2)

Pasal 9

Jaminan Fidusia dapat memberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis
Benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan
maupun yang diperoleh kemudian.

Pembebanan jaminan atas Benda atau piutang yang diperoleh kemudian
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak perlu dilakukan dengan
perjanjian jaminan tersendiri.

Pasal 10

Kecuali diperjanjikan lain:

(1)

(2)

(1)

(2)

Jaminan Fidusia meliputi hasil dari Benda yang menjadi objek Jaminan
Fidusia.

Jaminan Fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal Benda yang menjadi
objek Jaminan Fidusia diasuransikan

Bagian Kedua
Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pasal 11
Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan
Dalam hal Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar
wilayah negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) tetap berlaku.

Pasal 12

Pendaftanan Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)
dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia

Untuk pertama kali, Kantor Pendaftaran Fidusia didinikan di Jakarta dengan
wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara Republik Indonesia

Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berada
dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman

Ketentuan mengenai pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia untuk daerah
lain dan penetapan wilayah kerjanya diatur dengan Keputusan Presiden

Pasal 13

Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia,
kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan
Fidusia

Pernyataan pendaflaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat -

a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia:

b. tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan
notaris yang memuat akta Jaminan Fidusia,

c. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;

d. uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia:



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember

e nilai penjaminan; dan
f  nilai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia

(3) Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar
Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia dan
biaya pendaftaran diatur dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 14

(1) Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima
Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal
penerimaan permohonan pendaftaran.

(2) Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia
memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
(2).

(3) Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan langgal dicatatnya
Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

Pasal 15

(1) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat
(1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA".

(2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai
kekuatan eksckutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap,

(3) Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual

Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri
Pasal 16

(1) Apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat
Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Penerima
Fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut
kepada Kantor Pendaftaran Fidusia

(2) Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal
penerimaan permohonan perubahan, melakukan pencatatan perubahan

tersebut dalam buku Daftar Fidusia dan menerbitkan Pernyataan Perubahan
yang merupakan bagian tak terpisahkan dan Sertifikat Jaminan Fidusia

Pasal 17

Pemberi Fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap Benda yang menjadi
objek Jaminan Fidusia yang sudah terdafiar

Pasal 18

Segala keterangan mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia vang ada
pada Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum
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Bagian Ketiga
Pengalihan Jaminan Fidusia
Pasal 19

(1) Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan
beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia kepada
kreditor baru

(2) Beralihnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
didaftarkan oleh kreditor baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Pasal 20

Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia
dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda
persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia

Pasal 21

(1) Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek
Jaminan Fidusia demgan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam
usaha perdagangan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, apabila telah
terjadi cidera janji oleh debitor dan atau Pemberi Fidusia pihak ketiga,

(3) Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang telah dialihkan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) wajib diganti oleh Pemberi Fidusia dengan objek
yang setara.

(4) Dalam hal Pemberi Fidusia cidera janji, maka hasil pengalihan dan atau
tagihan yang timbul karena pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), demi hukum menjadi objek Jaminan Fidusia pengganti dan objek
Jaminan Fidusia yang dialihkan

Pasal 22

Pembeli benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang merupakan benda
persediaan bebas dari tuntutan meskipun pembeli tersebut mengetahui tentang
adanya Jaminan Fidusia itu, dengan ketentuan bahwa pembeli telah membayar
lunas harga penjualan Benda tersebut sesuai dengan harga pasar

Pasal 23

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21,
apabila Penerima Fidusia setuju bahwa Pemberi Fidusia dapat menggunakan,
menggabungkan, mencampur, atau mengalihkan Benda atau hasil dari Benda
yang menjadi objek Jaminan Fidusia, atau menyetujui melakukan penagihan
atau melakukan kompromi atas piutang, maka persetujuan tersebut tidak
berarti bahwa Penerima Fidusia melepaskan Jaminan Fidusia

(2) Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan
kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak
merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih
dahulu dari Penerima Fidusia.
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Pasal 24

Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian
Pemberi Fidusia baik yang timbul dan hubungan kontraktual atau yang timbul dari
perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan
Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia

Bagian Keempat
Hapusnya Jaminan Fidusia
Pasal 25
(1) Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut -

a.  hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
b. pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia, atau
¢. musnahnya Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

(2) Musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak menghapuskan
klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b

(3) Penerima Fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendafiaran Fidusia
mengenai hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak,
atau musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut

Pasal 26

(1) Dengan hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25,
kKantor Pendaflaran Fidusia mencoret pencatatan Jaminan Fidusia dan Buku
Daftar Fidusia.

(2) Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan
Sertifikat Jaininan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi

BAB IV
HAK MENDAHULU

Pasal 27
(1) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya

(2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak
Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi
Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia.

(3) Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya
kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.

Pasal 28

Apabila atas Benda yang sama menjadi objek Jaminan Fidusia yang lebih dari
I(satu) perjanjian Jaminan Fidusia, maka hak yang didahulukan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27, diberikan kepada pihak vang lebih dahulu
mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia
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BABV
EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA

Pasal 29

(1) Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda
yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara -

a  pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (2) oleh Penerima Fidusia:

b. penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan
Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil
pelunasan piutangnya dan hasil penjualan,

c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan
Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh
harga tertinggi yang menguntungkan para pihak

(2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf ¢
dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara
tertulis oleh Pemberi dan Penerima Fidusia kepada pihak-pibak vang
berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar vang
beredar di daerah yang bersangkutan

Pasal 30

Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia
dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.

Pasal 31

Dalam hal Benda yang menjadi objek Jamiman Fidusia terdiri atas benda
perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya
dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 32

Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek
Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31, batal demi hukum

Pasal 33

Setiap janji yang memberi kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki
Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia apabila debitor cidera janji, batal
demi hukum.

Pasal 34

(1) Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia wajib
mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemben Fidusia

(2) Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang debitor tetap
bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar
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BAB VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah menghilangkan atau
dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal
tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan
Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling
lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10000 000,- (sepuluh juta
rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000, - (seratus juta rupiah),

Pasal 36

Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda
yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat
(2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima
Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda
paling banyak Rp. 50 000 000,- (lima puluh juta) rupiah

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

(1) Pembebanan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang telah ada
sebelum berlakunya Undang-undang ini, tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan Undang-undang ini.

(2) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung
sejak berdirinya Kantor Pendaftaran Fidusia, semua perjanjian Jaminan
Fidusia harus sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, kecuali
ketentuan mengenai kewajiban pembuatan akta Jaminan Fidusia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)

(3) Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak
dilakukan penyesuaian, maka perjanjian Jaminan Fidusia tersebut bukan
merupakan hak agunan atas kebendaan sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang ini.

Pasal 38

Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, semua
peraturan perundang-undangan mengenai fidusia tetap berlaku sampai dengan
dicabut, diganti, atau diperbaharui.

BAB VIl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Kantor Pendaftanan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)
dibentuk dalam jangka waktu paling lambat | (satu) tahun setelah Undang-undang
ini diundangkan

Pasal 40
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Undang-undang ini disebut Undang-undang Fidusia.
Pasal 41
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd
BACHRUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA.

ttd
MULADI
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 168
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PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG
JAMINAN FIDUSIA

L UMUM

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional,
merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur
berdasarkan Pancasila dan UUDI1945. dalam rangka memelihara dan
meneruskan pembangunan yang berkesinambungan,para pelaku pembangunan
baik pemerintah maupun masyarakat, baik persecrangan maupun badan
hukum, memerlukan dana yang besar Seiring dengan meningkatnya kegiatan
pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian
besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh
melalui kegiatan pinjam-meminjam

Selama ini, kegiatan pinjam meminjam dengan menggunakan hak
tanggungan atau hak jaminan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 4
Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang merupakan pelaksanaan dari pasal
51 Undang-undang Nomor 5 Tahunl1960 tentang Undang-undang Pokok
Agraria, dan sekaligus sebagai pengganti dari lembaga Hipotek atas tanah dan
credietverband.

Di samping itu, hak jaminan lainnya yang banyak digunakan dewasa ini adalah
Gadai, Hipotek selain tanahdan Jaminan Fidusia Undang-undang yang
berkaitan dengan Jaminan Fidusia adalah pasal 15 Undang-undang Nomor 4
Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, vang menentukan bahwa
rumah-rumah yang dibangun di atas ranah yang dimiliki oleh pihak lain dapat
dibebani dengan Jaminan Fidusia. Selain itu, Undang-undang Nomor 16 tahun
1985 tentang Rumah Susun mengatur mengenai hak milik atas satuan rumah
susun yang dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani fidusia, jika
tanahnya tanah hak pakm atas tanah negara

Jaminan Fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda
sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk jaminan ini
digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses
pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat, tetapi tidak menjamin
adanya kepastian hukum.

Lembaga Jaminan Fidusia memungkinkan kepada para Pemberi Fidusia untuk
menguasai Benda yang dijaminkanuntuk melakukan kegiatan usaha yang
dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan Jaminan Fidusia Pada awalnya,
Benda yang menjadi obyek fidusia terbatas pada kekayaan benda bergerak
yang berwujud dalam bentuk peralatan. Akan tetapi dalam perkembangan
selanjutnya, benda yang menjadi obyek fidusia termasuk juga kekayaan benda
bergerak yang tak berwujud, maupun benda tak bergerak

Undang-undang i, dimaksudkan untuk menampung kebutuhan
masyarakat mengenai pengaturan Jaminan Fidusia sebagai salah satu sarana
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untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum
kepada para pihak yang berkepentingan.

Seperti telah dijelaskan bahwa Jaminan Fidusia memberikan kemudahan bagi
para pthak yang menggunakannya, khususnya bagi Pemberi Fidusia Namun
sebaliknya karena Jaminan Fidusia tidak didaftarkan, kurang menjamin
kepentingan pihak yang menerima fidusia, Pemberi Fidusia mungkin saja
menjaminkan benda yang telah dibebani dengan fidusia kepada pihak lain
tanpa sepengetahuan Penerima Fidusia.

Sebelum Undang-undang ini dibentuk, pada umumnya benda yang menjadi
obyek Jaminan Fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam
persediaan (inventory), benda dagangan piutang, peralatan mesin, dan
kendaraan bermotor Oleh karena itu, guna memenuhi kebutuhan masyarakat
yang terus berkembang, maka menurut Undang-undang ini obyek Jaminan
Fidusia diberikan pengertian yang luas yang luas yaitu benda bergerak yang
berwujud maupun tak berwujud, dan benda tak bergerak yang tidak dapat
dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana ditentukan dalam Undang-
undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak Tanggungan

Dalam Undang-undang ini diatur tentang pendaftaran Jaminan Fidusia guna
memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan
pendaftaran Jaminan Fidusia memberikan hak yang didahulukan (preferen)
kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lain Karena Jaminan Fidusia
memberikan hak kepada pihak Pemberi Fidusia untuk tetap menguasai Benda
yang menjadi obyek Jaminan Fidusia berdasarkan kepercayaan maka
diharapkan sistem pendaftaran yang diawr dalam Undang-undang ini dapat
memberikan jaminan kepada pihak Penerima Fidusia dan pihak-pihak yang
mempunyai kepentingan terhadap Benda tersebut

I PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Huruf a

Berdasarkan ketentuan ini bangunan di atas tanah milik orang lain yang tidak
dapat dibebani hak tanggungan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 tahun 1996
tentang Hak tanggungan dapat dijadikan obyek Jaminan Fidusia.

Huruf' b

Cukup jelas
Huruf ¢

Cukup jelas
Huruf d

Cukup jelas
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Pasal 4

Yang dimaksud dengan " prestasi" dalam ketentuan ini adalah memberikan
sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan
uang.

Pasal 5
Avat (1)

Dalam akta jaminan fidusia selain dicantumkan hari dan tanggal, juga
dicantumkan mengenai waktu (jam)pembuatan akta tersebut.

Avat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a
Yang dimaksud dengan”identitas” dalam Pasal ini adalah meliputi nama lengkap,
agama,tempat tinggal, atau tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis
kelamin,status perkawinan, dan pekerjaan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan"data perjanjian pokok" adalah mengenai macam
perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia
Huruf ¢

Uraian mengenai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia cukup dilakukan
dengan mengidentifikasikan Benda tersebut, dan dijelaskan mengenai surat bukti
kepemilikannya,

Dalam hal Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia merupakan benda dalam
persediaan (inventory) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok
bahan baku, barang jadi, atau portfolio perusahaan efek, maka dalam akta Jaminan
Fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, kualitas dari Benda tersebut

Huruf'd

Cukup jelas
Huruf e

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas
Huruf b
Utang yang akan timbul dikemudian hari yang dikenal dengan istilah "kontinjen",
misalnya utang yang timbul dan pembayaran yang dilakukan oleh kreditor untuk
kepentingan debitor dalam rangka pelaksanaan garansi bank.

Hurul ¢

Utang yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah utang bunga atas pinjaman
pokok dan biaya lainnya yang jumlahnya dapat ditentukan kemudian

Pasal 8
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Ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberian fidusia kepada lebih dan satu
Penerima Fidusia dalam rangka pembiayaan kredit konsorsium.

Yang dimaksud dengan'kuasa" adalah orang yang mendapat kuasa khusus dari
Penerima Fidusia untuk mewakili kepentingannya dalam penerimaan jaminan
Fidusia dari Pemberi Fidusia.

Yang dianggap dimaksud dengan "wakil" adalah orang yang secara hukum
dianggap mewakili Penerima Fidusia dalam penerimaan Jaminan Fidusia,
misalnya, Wali amanat dalam mewakili kepentingan pemegang obligasi.

Pasal 9

Ketentuan dalam Pasal ini penting dipandang dari segi komersial. Ketentuan ini
secara tegas membolehkan Jaminan Fidusia mencakup Benda yang diperoleh di
kemudian hari. Hal ini menunjukkan Undang-undang ini menjamin fleksibilitas
yang berkenaan dengan hal ihwal Benda yang dapat dibebani Jaminan Fidusia
bagi pelunasan utang

Pasal 10
Huruf a

Yang dimaksud dengan”hasil dari benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia®
adalah segala sesuatu yang diperoleh dari Benda yang dibebani Jaminan Fidusia

Huruf b

Ketentuan dalam huruf b ini dimaksudkan untuk menegaskan apabila Benda itu
diasuransikan, maka klaim asuransi tersebut merupakan hak penerima Fidusia

Pasal 11

Pendaflaran Benda yang dibebani dengan jaminan Fidusia dilaksanakan di tempat
kedudukan Pemberi Fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda, baik vang
berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk
memenuhi asas publisitas sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap
kreditor lainnya mengenai Benda yang telah dibebani Jaminan Fidusia

Pasal 12

Kantor Pendaftaran Fidusia merupakan bagian dalam lingkungan Departemen
Kehakiman dan bukan institusi yang mandiri atau unit pelaksana teknis

Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan untuk pertama kali di Jakarta dan secara
bertahap, sesuai dengan keperluan, di ibukota propinsi di seluruh wilayah negara
Republik Indonesia

Dalam hal Kantor Pendaftaran Fidusia belum didirikan di tiap daerah Tingkat II
maka wilayah kerja Kantor Pendaftaran Fidusia di ibukota propinsi meliputi
seluruh daerah Tingkat 11 yang berada di lingkungan wilayahnya.

Pendirian Kantor Pendaftaran Fidusia di daerah Tingkat 11, dapat disesuaikan
dengan Undang-undang Nomor 22Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 13
Avat (1)
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Cukup jelas
Avat (2)

Culkup jelas
Ayat (3)
Ketentuan ini dimaksudkan agar Kantor Pendaftaran Fidusia tidak melakukan
penilaian terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam pernyataan pendaftaran
Jaminan Fidusia, akan tetapi hanya melakukan pengecekan data sebagaimana
dimaksud dalam pasal 13 ayat (2).
Avyat (4)

Cukup jelas

Pasal 14

Avyat (1)

Cukup jelas
Avyat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)
Ketentuan ini tidak mengurangi berlakunya Pasal 613 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata bagi pengalihan piutang atas nama dan kebendaan tidak berwujud
lainnya.

Pasal 15

Avat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)
Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan "kekuatan eksekutorial” adalah
langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta
mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

Ayat (3)
Salah satu ciri Jaminan Fidusia adalah kemudahan dalam pelaksanaan
eksekusinya yaitu apabila pihak Pemberi Fidusia cidera janji Oleh karena itu,
dalam Undang-undang ini dipandang perlu diatur secara khusus tentang eksekusi
Jaminan Fidusia melalui lembaga parate eksekusi

Pasal 16
Ayat (1)

Perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia,
harus diberitahukan kepada para pihak. Perubahan ini tidak perlu dilakukan
dengan akta notaris dalam rangka efisiensi untuk memenuhi kebutuhan dunia
usaha
Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Fidusia ulang oleh Pemberi Fidusia, baik debitor maupun penjaminan pihak
ketiga, tidak dimungkinkan atas benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia
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karena hak kepemilikan atas Benda tersebut telah beralih kepada Penerima
Fidusia.

Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19

"Pengalihan hak atas piutang" dalam ketentuan ini, dikenal dengan istilah
“cessie"yakni pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik atau akta di
bawah tangan Dengan adanya cessie ini, maka segala hak dan kewajiban
Penerima Fidusia lama beraih kepada Penerima Fidusia baru dan pengalihan hak
atas piutang tersebut diberitahukan kepada Pemberi Fidusia

Pasal 20

Ketentuan ini mengikuti prinsip "droit de suite” yang telah merupakan bagian dari
peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak
atas kebendaan(in rem)

Pasal 21

Ketentuan ini menegaskan kembali bahwa Pemberi Fidusia dapat mengalihkan
benda persediaan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia Namun demikian untuk
menjaga kepentingan Penerima Fidusia, maka Benda yang dialihkan wajib diganti
dengan obyek yang setara
Yang dimaksudkan dengan"mengalihkan" antara lain termasuk menjual atau
menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya.
Yang dimaksud dengan”setara” tidak hanya nilainya tetapi juga jenisnya Yang
dimaksud dengan "cidera janji" adalah tidak memenuhi prestasi baik yang
berdasarkan perjanjian pokok, perjanjian Jaminan Fidusia, maupun perjanjian
jaminan lainnya.
Pasal 22
Yang dimaksud dengan"harga pasar" adalah harga yang wajar yang berlaku di
pasar pada saat penjualan Benda tersebut, sehingga tidak mengesankan adanya
penipuan dari pihak Pemberi Fidusia dalam melakukan penjualan Benda tersebut.
Pasal 23
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan"menggabungkan” adalah penyatuan bagian-bagian dari
Benda tersebut,

Yang dimaksud dengan"mencampur" adalah penyatuan Benda yang sepadan
dengan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan"benda yang tidak merupakan benda persediaan”, misalnya
mesin produksi, mobil pribadi, atau rumah pribadi yang menjadi obyek Jaminan
Fidusia

Pasal 24
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Cukup jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Sesuai dengan sifat ikutan dari Jaminan Fidusia, maka adanya Jaminan Fidusia
tergantung pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya. Apabila piutang
tersebut hapus karena hapusnya utang atau karena pelepasan, maka dengan
sendirinya Jaminan Fidusia yang bersangkutan menjadi hapus.
Yang dimaksud dengan”hapusnya utang" antara lain karena pelunasan dan bukti
hapusnya utang berupa keterangan yang dibuat kreditor.

Avat (2)
Dalam hal Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia musnah dan Benda

tersebut diasuransikan maka klaim asuransi akan menjadi pengganti obyek
Jaminan Fidusia tersebut.

Avat (3)
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Avat (1)

Hak yang didahulukan dihitung sejak tanggal pendaftaran Benda vang menjadi
obyek Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia
Avat (2)

Cukup jelas
Aval (3)
Ketentuan dalam ayat ini berhubungan dengan ketentuan bahwa Jaminan Fidusia
merupakan hak agunan atas kebendaan bagi pelunasan utang. Di samping itu,
ketentuan bahwa Undang-undang tentang Kepailitan menentukan bahwa Benda
yang menjadi obyek Jaminan Fidusia berada di luar kepailitan dan atau likuidasi.

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30

Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi obyek
Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak
mengambil Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat
meminta bantuan pihak yang berwenang
Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
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Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Berdasarkan ketentuan ayat ini, maka perjanjian Jaminan Fidusia yang tidak
didaftar tidak mempunyai hak yang didahulukan (preferen) baik di dalam maupun
di luar kepailitan dan atau likuidasi,

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
3889
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Barang Konsums| t"'hni.mm-dukum"’i d Haak Herhidk uriuk
imengambll tindakan yung berks| i dengin kumen @wnpas adanya
persetujuan tertulis terlebik Yoo, b, G

Meriarmn dari anp lu i

1 Pihak Kedus skan menanggung SeTrs Tem
dengan penyershan, pemindah.anganan dan)cié 5

Konwumsl vang dibell  Pihak Kedus din resiko llun YUNg umumnyn

1

YA YA

-

Miak Kedoy wajib dan mengiist i sl membavm b sem

Pihak Pevinma, yang dikitung berdasarksn sfeiil mic das hungs dhkus
menjadl erhutang oleh Pihak Kedus bersama dengan permbavaran ke
Faailitas, soperti vang teloh disetiiun oleh Pihak Keodus pads Pesdl 8 doatas

PN Lo pLan saabEsgs fesd) 1% h
O 80 IR Baud vebsar £ piar TEMG! CR000 ) o piongr) aee
URTTENQ SIS FEpiiiar pard ten bagage [

Mhak Kedus wailh membayer wepads Pihak Beriwnu mel segvg s,
badan huiam yang ditenjuk Pivdk Porama semss Tays yeng ke
schubungan dengan Dasilites, termasus dan Gdak terburss poads bu
adrmmstrasl, notEra, penasehat bohum, prosse pevgastilan. o i
atny pengeluaran lamm yang o helusricer Pikak Pertama (" Riave™)

3 M

Pihak Kedua wajit menbaydr satap sngierin yegars Beruruiasn die =g
npa ditagih oleh Pihak Periame, schaguimmang sesun jadwsl perrseiges
_ dengsn cam pendebetn Hekeningaya Prhok Kedua “Rekowmg Aun
7 'Debet™T pada-Bank.Dastamon sty bark lan vang ditdnjuk ofch b
Perfma sewsktu-wakhi, olehkarena itu Pihak Kot waph ok

byl Rl i Menk Dangmon terdekal dan Pihat Kedud rond b
rat dan keteriuan pembubasn rekening yarg berlaby pads D

hbiysfan angwran wajib ﬁuum ‘Pihak Kedun e daturr
vy schagaimana drrruhufpdl ynt b dintan dan belan iy
it rekoning bank P dirmarg pembagaran mpeare

‘nmhu d‘rmm'flh k3 wang dafem jumish mermddl uniu
'Hm-—r— -

yang dimaksud lersediy i Relesing Asie Debe

sesual dengan Jadwal Pembayeran dan donanys selah drpinda® Busgksr
h wm hak Menara

dibayar oleh Pihak Kedus serelih

timbul sehubingan den lian nui
tersebut [Tka terjati W = a! g n"‘hh E‘ ¥
atau menangguhloan Pibuk Kedu imiu@ me) pembayaran Fasilitie. N-lmqlh aleh Waf Pihik . mmaka Pihak Kedus wiiih mevhayw

Filak Kedus dengan inl menyatgkan, mengakul don menenma sceass lidak
dapat ditarlk  kemball weps  syarel securs  skeual  den sscars hukum
herhutang kepada Pihek Fertarme gsjuminh

IiH BR0.0D [hujah pute seratos anmspolud tibi ribe dniarates
Euuu J 4!nqu LT AL TR T (T
]

Harga Rendarman @ e 4, 'tn:l bag, bl

Uang maka didiyar = ¥p 51140, 404,00

Rjuang Iy E3é, 000,00

ey Mdmnietiay o ¥ W, 400

Bangs . I MILAB0D (57 abaktDd §a)
Y T . L T T e r

Pkl oh Bk hog o ] I TEL 400, 0%

[lullruumrl disgbut "utang”)

Pidel Aedu unnqu dan nagib peabavir Nenti by Hitang yan
disehit 4 ]u Pm : I‘.lpl&l Pinak Partan d; N Mw.im
ugu. kild phgsuran 1ul.u| dhngap jedeal penbagaran ang
dy m;m dibiw pasal poagay 3| Jagwa) Pasbagiian’

il Kedua uuﬂ 1ountuh wenbayar tental| Hotang urjmlm
1l

plr:,.lrml 3|r1| bl
L ngseran Fertame aban dthaysr dewhal| glen Pipai vadoa
HEIHI W, 298,400, 60 IJ ETAEY tonby]ppal ok delapan it
rtplru eg RupTay pilovg Londah sadi tiaggry 15 Marsl 1063
b rluuun fedug sebecyi F' 198 400,00 | waratis veanilingelah
LI s it ety TR AL
i ?EJH[- lruhr privag Lemeal pnde Tisagel 14 sestip
ey
Eo VL BabR] 0 agat 4 Balangiin |
by Fenngiin Aretiphan
Rirg 1 44

RS ADRvuRET, NELLAp
cohadar Meo  § 000,00 Leme fiby

4

3

L

7

hiayn penagthan yang ditentukan oleh Pihak Pertama

Fembayaran dengen cek, giro atey care pembayacan linnye yang dnotuin
Pihak Pertarma dart Priak Kedia skan diamggap sok pads san

Jumish yung diterirma meidlyi cex, girn, pembayersn lamnya skl
dicairkan, dipindah-bukuben aten dlierime sepenuhisps & rekering Bk
Pihak Pertama

Semun Hutang n yang terhutang oleh Pikak Kedus kepade Pl
Perturma Perpanjlan mi aken dibayer secass perab pada dkkis
s perjaniien ini dan akan dittrirma bervth aleh Fihsh Frrama et
FOrTPEnaRdl, PERGUTINESN Bty DEMOICTERS Spapiun ity dam annd o
Pihak Kedus mengessrrpingkan pudal |424 sarmpel pased D635 Kt
Uniaeg-undeng Hukum Perdits Indestera

likz juiuh lermpanys Pembaysran Kembali Faailoaa jaruk pada hae gamg
bukan hari kerja, pembayiren dilniokes pads harl kege yeng sebeliereya
Setlap jumlah yang dberime alah Pihak Perrama dan Pihas Kedus shas
digunakan oleh Pihak Pertama untuk pernbayaran semball Fasdian desg
wrutan: (L) untuk Blays, (17 entck dendd, () stk huage (4] g
Jurmlah Pakak

Buku-buky, catetan dan'sidy salipas Mhak Perasis stupdlas G

tatunyas bulkti m- dun serrun peiunanen hutng
! 5

i

VML Neday frol mesriuae hestal) et

TR T T L I T AT e
Aep] ewsavariw piaiedn VphgE apetany Sa by aniar o oprte
LR IRT LT P R T T
1 PROEE Padap ALvangt Siand (44
Selang Fynah

Pihak Permres ahan menghitung kembali jumnish weselusshen Huag
sesual peraturan yang berlaku pada Pihak Perams doe Fihuk Kedua wi)lt
vegers melunes) Surilah Keseluriahan Fhitang seears whekligus
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Pasnl 10 : BANINAN ¢ Pihak Kedus atsu Ppnjaminnya, [iks ads, (inyatakan mengrat hukys

Untek menjamin pembayarsn kembali Fasilyzs wng julub fempo, segam epar d
Penuh oleh Pikok Kedua berdasarkan Pesj t)ﬁ

1 an ., At keputusan Pengadilan) pailit atau. mengajukan permoboran kepaiitan
b K A G eriddnt | iVersitasubaBenol meiskikm vahe

1L

tangankan hak kepemilikan Bajoeg Ko il dengan tkar boik kepads Pilak e lika Barang Konsumai disia, diletakian dibswsh Pengawasan Kurator
Pertima Untuk st Pare bk s menbear dan mesandatongan Penwershan seluruh atou sebagian besar Barang Konsumsl hilang, dicusi, musmb
P Secary Fulucie dalm Beniib weitulis dan ersendin, sang merupakas st rusak atay lerbakar kasena alisan spapun Jugs schingga nilshya tdad
kesatuan vang Udak terpiszbkun dengan Perpaniun m memadai wituk menutup dan menjamin hulsng Pibak Kedua siay
Pasal 11 : ASTHEANS | Pihak Kedua tidak dapar membayar safsh satu kewsjibannya lepads
| Atis mnggunganiye serdn fihak Keduz skan mengascranaikan  Harsng kreditur lain ketika kewajiban terishut menjadi jatub tempo dan terhutang
Korgend) bendogarkar persvarsiar seng ditentuken Phok  Permma. pada (kelalaswn safang), atau
pritisahuit ssurass baig il Phak Peindmg. Para Pihad setule habwa palis §  Hara kekayaan Pilak Kedua bark sehagian ataupun seheruhnyva disata olet
nirbina didea) 2ts namw Pihok Peraes Q0 Pihak Kedug,  Jika Pihak Kedia Pengadilan stau pihak lain
latd ey dan seembot wiip berlaku ssiranst emebul, Pihak Peram A Jika menerut pertimbangan Pihak Penama, Pihak Kedus karens schab-
berhas fhetim bukan kewzyihun i uniuk menotup asutars terasbul. Pihak Kodua scbab keadaan keusngannys, tidek mampy memenuhi kesajibannys yang
i wkto-he vk e s dimiow sacurs wetelis aleh Pihak Pertanss ikan disetapkan dalam Perangian in; ataw
et L scimis ey a0 pengéluaran uniuk 1 ias et i Pikuk Kedes melaksanaian, mengijinkan/memperbolehkan dilakuiannyg
i Fibuk Kol nwnibest Kudsz aisu Kewergmgan yang ok depad ditisib kembal) penyimpangan, pelangearen terhadep HBarang Konsumm yamg akas
il b svard wepada ik Penwss emieke memnmiu) penggantisn . dari membahayakan keberadean Barang Kornsums:
persadan dsurusl, erasik et tdak wibates weiuk menerime udng 2 Puda seat teqadings Peristiwi kelulaian:
ARUTUAAL S e dsanman wadrib dad esgipena knn cong psurans lursobut uniuk & Pihak Perlama berhak menuniut dan Pibak Kedua Jumniah kesshurubas
e lunas: kewajiban penibayacan aiau saldo yung ierisa dur hutang Binak Kedus Hutang yang belum dibayar berdasarkan Peganjian ini dan Pihak Kedu
Y binya atow pengeliaran Toin vang dikéluarkan oleh Pisk Pertama dalam wijib membayar penuh jumish yang haras dibaysr lersebul besems
meiakipnakan  Kewenangan krcbol. Siss uang ssurans skan dikembalikan dendanya, jiks sda; dan fatuu
kepoda Fitok Fedua Jika hasi] erssha)l udak mencubupl untuk memilip sisa b Pihak Kedua akan menyeruhkan kepads Pihak Perama scmus Barang
Wiisangg, itk Kedia harss membayar sise hutang yang ek terutup tersebus Konsumsi, untuk mjuen tersebul, Pihak Kedus memberi kewerangan yang
kupudd Pinak Peruns. Selama Kialin asurgn belum dibayerkan kepads Pitak tidak dapat ditanik kembali dengan hak substitun untuk memasuki tempa
Fértaral ihah Bedua Letap e wigban membays) engauran donfniay tamah bangucan lempat Bareng Konsums: berads, umtub
Yo Walupun Bareng Korsumis) di osacsimikan etapi realis atas hilangnya din i menguusyi kzmball, menjusl atas scbaliknys melopashen  Barany
by dlab resika il d thayurmped klaim asurans ams Borong Konsumsi Koniumal spikah melalui penjustan di muoks umum iy privsdi
kareas olasan apapen mergndi tonggung jawab Pihak Kedue dan lidak kan menerimu hasi] penjuslan untuk membayer jumiash hutang yarg belum
rierndy alug menguiiagl ptey menghllangkes kewajibian Piluk Kedea kepada dibayar, Pihak Kedus nian memberi ganti rugi kepads Pihak Pertama som
Finak Pertama bordanarkan Pesjonjinn in sctip kerugian yang didenita Fihake Pertums sehubungan dengas
b tPERNY ATAAN, JAMINAN DAN K kewenangan teriebut
Selumna kewaiban Pilak Kedus berdasarkan Perjanjian ini belum diaysr funas, Pibak  Pasal 14i PENGAKHIRAN PERJANIIAN :
Kedua menjamin dan sepukat dengan Pihak Pertmu behwa L. Perjunjian ini aken berakhir dengan sendirinye | semua Fasilicas Pikak Kedug
Lo Bemua kelersngan yang diberfkan kepada Pilak Perlams dalum Fesjanpisn i telah dibayar kembal| dan semus kewajiban telah dipenukl.
secura waterinl benar, skurut dun tidak monyesatkon, 1 Perjunfian dapat berakhir karena terjadinys Perlatiwa kelalalsn menart Pasal
o

I'asal

Tidok wds tuntwian wtsu perselisihan yong dapsi mempengerohi keadany 13 Pejanjian ini. Untuk it pacs pitak mengedampingkan Fasal [266 dan
keuangan stuw kegintsn uzaly Pihak Kedus; .w*ﬂ*‘“"‘“" T | et gamnd el 4

.
Pihak Kodu ukun segera memberiiabu Pihak Periama [k Baruig Konsumsi 3. Perjanfian fni jug et langnya dicurinys,
ukan digunakan sehagai obyek proses penpsidilan i i el 1ecaru ki i : iy [t

Pihak Kedus okon segein memberitabu Pituk Festoma serigp ‘:1" WL ;
sang tersebut dalam Pasal 13 e bawak (“Peristiwn Keinlafan']
Fihak Kedus akan (i) menggunakesn dan menyimpan Hag
dengun tujusnnys, (i)« hanys - memperbalehkan g
digunakm  aleh pihak i‘uii;diiflnhn-u!nh inatunsi pe

e i S
AL R Al grlba dend “m

menalull demus Undang-undang (dai ¥ perbimn aitan® fen Lo A SVURISDIKS] DAN KETETAFXNT AN ol

pemanfudtas Barung Kansamdi, |iv) membaynr semis punguian dan pajek sias | Perjanjian ini dan sogalERKIBRINGa berlakn hakum Repobiik ndenssia
Barang ¥onsumai, (v) ales biayi vendiel akan memehore Barity Kofsmai, daned,=~Semijd"fer berhubungan dengan Perjanjian ini, pelaiiansan dan
Jika dimint jo akan menggant soko-coding Barng Konsumsi dengan harang penafuiran skt diselesaikan secars musyawarsh untuk Mh‘.
yang berrgtu smaivi) mengiinkon Pilak Peptanu, salal ila glun i Yele R dupg sEgery berichut diaas ndak wercapal, pam
itunjuk olel Prhok Peitees unwk Tllh‘:rl.'l.ujﬂmi Pg%nﬁﬁp%t A 7 e 'T._f_n Rerdulisihan terschul melulul Pengadilan
yung ditetapkan Pihok Pernama; 0o ¥ 8 et et ! Megerl  Jakiuty P uftpd” membafe hal lersebut 4 ates Pikak Kedua
Tanpa jin el terlebeh dabiuiu dar Pihak Pertama, Pikak Kedus tidak skan menyetujul bahwe Plhak Perme st pilikannys sendin dsgal membaws
(1) merubith 8y mengpant ideniifiias sty baglen manspun dari Barang perselisihon yang mungian timbul ke Pengadilan Negen lain.

Koneumidil) menggodaikon memindalistngankan, membebanlmenjudl alaw 1. Sermun Kiass yang dibust danvatasu dibenkan berdasarkan Perjunjian m
roembuul Darang Koiamat dikuasal pibak ketlga, () memindahkan Harang mMegrupakan salu keiatuan dan bagian terpenting yang tdak trpivahken dengan
Foprmurral dari wilayah fodonesis uian mengubish empal pendafisrsn Barang Perjunjlan inl, barena lanps Sural Kusss lersebul, Perjanfian ini tiduk skan
Komiumal fiv) memiidaliban Wanieg Kensinl dan terpat Marang Konsumai dibuat, oleh karens it kussa-kuass tersebut tiduk skan beraihie Karena aladsn
pertnma kol didafiosk o upapun, ternasuk schagaimuna yang ditewphan dalam passl 1813, 1814 dus
Filiak Koulua tidu whan mengalinban swd dengan ean s memindsh-tangankan 1816 Kiab Undeng-undong Hukum Perdars Indonenis, selamas Pinak Kedua
ek st ke sy bardasarkan Mecgumjian inl kepada Pihak ketigs tanpa ifin rmuslh herhutang kepada Pihak Perarma aisy belum memenuhi bewajibansys
el sebolummyu dini Pikak Pertuma herdssarken Perjanfian ini

Pl Moand e shdak Ueihdberalan dan NETUTLRE '||I"*-"||'h'-l".l|"-|'lﬂll-" i reinben h:r]arl,imn i dibuad rangkap 1 (ugal, Frasiing-rsaing FRempunysi kekustan Pukum
wlm epadd ek Petann arak o renjamin slongkan sial memindat-  yaisg sing oleh dun sntszs Pihak Perams dun PMhak Kedua
lurrgunkon T TR T SR T T By ||..|a1.,1 Pilnk K oy n-p.iﬂu Plhak Pertass
b amiimint g stiterian leh Pk Kedin bepads Piiwk Peromve:kepods
phlwk Juin sangg dyuniok odeli Mhok Vestgimg
LA PRI LA BELALAIAS Pihik Pertams Fitsk Kedus
[ihuk Kadua dinmpegiop YWalad e terjad dalah st peiiatiin b kit IFT, BUSSAN AUTD FINANCE
i Pilk Bidin Udak s mbiyvar aageeiun perlamp yonyg telah lewan jah
gy wdlannia B4 (ompatbalus) ko kepada Mhak pertuns atau tdek

b
iy A L geutan sl 2 Gl kall bersut-turat; by |
Pibs Kedu odus e lakvanskaon/alu) din ik niersatuhi sebagainiana - =, - =",
ey e kewajibun gy ianggung |awah o yahg lerdapal dalam :--_._-—-— _-,.f_,.,-- -
IYetjanfian, Dokumer ss Dokumen  Tain yang dbugt  berduasrican ﬁ., .
Perphniui sni kepad Mihsk Pertam don kelalalan fispme et el st it wi s _,,,F'Tl. !-u::|| ._5“.“ ALY el
Foitituh] Wkl ketin yebelah whynya pemboriishuds jervlis dun Pinak L7 LI Misgrtahui dun Menyetyjal
- Suarm/ itk K anisaris Pertjarmin

Py atuais, Jaimidan dlai sespakilsn i doskumnen Sin yang ditees atdu
itrikan aleh Mhak Kydus dulam Peranjian ini, sders ratenil tidsk

SOAE W DSk bepal |t ] It dlat debieriban sii .||||l,-|!.¢L|.n1 batal
F1HTE
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Penyeraban Jakinan Secary Fidueiy ["Parjanjian’) ini didaat pads hari Selase, tasgual Ling Selas Fodenari dua -isa Vel 15 Febrmri 7008
1. PT. BUSSAN AUTO FINANCE, sunru perseroan terhatas yung didiriken berdasarkan hukum Nepara Republik Indonesia, berketiohikan &

il g

JEERRIA, barka
Pikal Pertans

CHRIND PULL ASTUTI, Pekerjasn & i |
!Parhk “ini ErJN RIIITEN MAMAGER NART, Bertespat tidggal di JL.P6.50016ME 1971

Bathwn Parn Pihak teslebih dahulis menarangkns ;
Para Pih

gt::“di JL. GAJRN WADA 15T JENBER, 1WA TIMR, delen Ml ini diwakili ol

th IR1 BG0L WIBOW0 sedesa: SEAACH WERD, LERTIT P RT
TERIBHNCI)] REC. JEsmsR (0% salavjutre bz

4f telah menapdataagani tianijen Peabiaygan Kansanen Mo, 4300100107 salanintays disabat P T ]
s FIEIE'H!:E .ﬁ:‘!‘rﬁmﬁilnnhui Hl;tljlu Kossinan [’Fuiﬁu:q[lni Phak pertig ;-H:E[’;.'iﬁifui'“.“??’;?Fuf’::??'les.;;.-m bern
;IuEl ,”m ! YMMRHR, VEGR-R (R Mo Ranghy @ WH34S710950-4050 58
i :rlll Sat ;m Iﬁ.l!m; D HT-100GT4
: ﬂﬂnj_ltm'ﬂum "Barang Consonsi’) TN RHEW e

B. Untuk menjumin pembayarm lunas seb
menyerahkan Jominan Secara Fiducia B

Pepyemahan Jaminan  Fiducia berlaku sejak Perjanjian ditandwiangnni dan sejuk
i Pihak Perama meminjamkan Barang Konsimai kepada Pihnk Kedua, sehinges
Pihnk Kedua tidak |agt bertindak schagn pemilik tetaph hanys bertiratak scbaga
pemnkal Barany Kongumai Penyershan Fiducid temebus skon hesakhir npabita
Pink Kedun felh melunasi scluroh |lomeg kepadn Pibsk Pertama, sesusi
ketentuan dalam Perjanjion Pembiayann: Konsumen atm Piluk Pertusma manarik
menguibil kembali Barung K onmmsi tersebut.

: k

Pihak Pertama berhak wniuk menympan wali Fakme dan Buko Pensilik
Kendaraun Rermotor (APKB) dari Burang Konsumsi serta dokormen lnin
yang betkaitan dengnn Barang Konsemal dan Pilak Kedun deagon cam dan
nlaran apapue tidk berhak meminfam bkl kepemilikan rersebut selam
Instangg Pituk Kedua kepada Pihak Pertama belum dilusast.

Pihak Pertamu, karyawan Pihak Perinms
sewakti-wnkm memerikan/mengnwazi E

4

Py

baikayn aerta melnkukan perbaiion,

binyn Pihak Kedus sendirl dan pensmbahon nu e

i

dlitarang meminmikanmen [epilerith an

atau pengipuiiann Ramng Konsemai Kepada Pihak kerlga dnnpu peTaery Ui
teriulin dant Pilak Perama

Phak  Kedua berhok  memint kerbal) IWnrang Kemsuenst yang ielah
disernhkannya secarn Fiducia kepads 1*hak Perisims sertn HPRB, apabila
Pt Pikiok Kedua telah unag

Rexikio wtne hilengnya, rosikava dan ot mosniheys Davsreg Kassams) yang
dinehablan karera npapun [uga, merjsd) tanggung juwah don stay kewajitan
Pihak Kedus sepemihnya Selingga dengan hilang, noak ste rmensbivyy
Barang Konwisal tersebut, sama sekali ek memnds sta MR
wiay menghilangkon sepals kewajiban Pihak Kedus kepoda Pibak Pertamng
Pitak Kedus wajih menyemhhan Barany Konsiel kepoca Pibak Pertienn
apabiln Pilak Kedus Ingher janil ston teejad) wlah sotn kejadinepenstive
datum pasal 13 Perianginn Permbiayann Koreumes

Pibwk Kedua wajib wituk menanggung segals Bisys stan ek ying diperpni
olels instansl yang berwenang alas Baramg Konsomsd ier

I

I Pihnk Kedua wafil mengaronokan Farang Komumsi sosn vy AT
yang ditentubinn Piak Peramn puda perusshaan smaranal yang dinmjok sou
dlsetujui Pitud Peramin dan Polls ssarans) dibieat stas nama Pk Perman
0 Fihak Kedus dan Pilak Kedus wajib menyerabkan asll kwivansl sis
baukti pemihayaran preosi asuenal werts sl polls snurans) kepads Pab
Pertuitin

ik tergneli keranakan alan reniko Jain pada Barzng Konaunial, maks Pihak
Kecus harus segern melsporkan kepads perusahasn asirmnsi yig
Bersangkutin dingam lembusan kepada Pilak Perama

Nka [omng Konwiomsi bersebun dibayarkan ssuransl Karens sehah ¥
dipetimnggunghan verindl, maka Pikak Pertarmg berhak MEERECITN uany
neieansh terachul sen kwituns penenoidn ierschid, kernudiae Pk Petasn
hethad sempechinoghkan wing penggantiin kesugian iersei destigan aehimih
liimn g boeveajibing bk Kedun jkn emanih tendapal sian, mwke wien lerseb
akan ihenrahbonn Sepada Pilak Kedua, sehaliknyn |iKn i gt pugl Hidak
cukup wtuk maturnsl bitang Plhak Kedun, meka Pikak Kedim saiil
migsatribuh Wekirenganiya bepado Mhak Pertaimn

Lrl

ngaimans mestinya Hulang Pihak Kadun sesuai
aring Konsumsi kepada Pihak Pertams dan Pihak

lﬂuh:u.li'ihllhmhﬂh

dengan Perjanjion Pembissann

Konsursen, maks Pihak Kedoa dengan b
Pertama mensrima

ternebut dengan rrrst-Syneat sehagm berb

Apabiln Pihak Kedus Ingkar jarjilalai (wanpresmsi) st tevjadi salih sam hejaci
yanyg dischutkan dalem pesal 13 Perjanjizs Prmbimess Kopmes ranig menyebmbic
dapal ditagihrys pembayacan tmmng seezen sekalions slsh Fitnk Pertarm terutases il
Pihak Eodus [alai momboimr lungs sngsomn leHggArmany mextinys, s diperivia
nctamys pernyntaan Inlni terbebik et maka
L TPihak Pertema berhak sernmakl fempat dirusa Barang Konserrh divimparbheesd
dan mengumbilimenguonn wendiri Burasg Ko das VApEQIn yang meTsna
sty memakaimyn, bile perle Phak Permma berhask menggunsion bartuan ik
yang berwajil tidad erkecuali pihak kepalisine, dar Piak Kedus berjpemi tida
melakuben hamtahar perlawar aten fuansan apagrunr ekl menghaling rindaic
Hart Pibak Pertama mengamint kendarnan reesebist
Pitink Pertwma berbak dan berwcuang menpeal Rerang Ko sesads [IEEE
(g baik secars dibawah sangan wmaspin wears df rmika umumisling denga
hargs dan dipandang haik sleh Plhak Permms des mesesios

y mmm&ﬂmﬂmmmm
hubum yang dipefinkdn @am-Pibak Pertama berhak menghude Nokare, it
pejabal pemerintub_vang “herwenany- tgn pihak |sis entck  membost du

m%lm jueal beli, risaliy ejany

ik Pihak Kedus, tspl jiks isng bt
pen Tl erieT| hutang Pihak Kedus, mak
i ut harvn dibayar oleh Fihak Kedus kepads Pifik Fertum seloerik

meeitipakan bnillun yang thilak dari Haramg Konsum munelaih darn an . lunias purdn st Phak Perma memieta menaglbho

Kepada wiuran dan ketontian A AL v, A .p ﬁul i ,m.nnm uasx, sereish Hutang Pikak Kedua furies

Pihak Kedua wajib melapork &ﬁﬁm Pl dgln ﬂ i ﬁ n?; i hey e ’ noami Perstgan perundeeg wsdesgs:
LB Vifhg

laimy ¥ o o) Ha dan'sty berakitat Pihak Perams pdsl
kunsa st ferhambai unnik Ereual Rarsng Konsums) sehagaimans oorsebat pads
hutir | dat 2 Puaal ing minks dengan ini Pihak Kedun member! kusta Fenudy Ay
hak subistliusi yamg tidad dapar ditertk keenball kepads Pihuk Perrses el
fietakubion Sindakan-tncdekar diaime, demarn mnge adanyve ks iereb Perjrtes
Pembiayann Kemumen dar Pesjanjim 0 fidak akon dibut Boasss m sl sk
herakhin harena sebab amapun Jermanick sehab-sehab dalom paad 1813 (BRI das
L1 Kitab Undang-undang Hidem Pesdats Indnnesie

€ lkn dipehiken olah PRk Perama, Pk Kedus wnjit b (e
menandatangani sty memvernshkan aurloanesiidslumnesl g herbkos sk
Pihak Pertermns unmik metibammakan ketention r=seind diki

Pasnl b Ketentuun-Ketentuan Lain

Lo PMinak Pertomn berhak usiub miesigisk lhsrh s s Eengl |tk Ammgme o
apaart jugn akas hotang dom Tammas yang Siberrkan ek Kinded fa=myina aphige
Perpanjion ini kepade Pikak lain yang dounjuk ik Permeng

L Perpesjlan pul dahs segala akibatrya, Pacs b memildy dosly o yng
fetap dikane Kepanisrawn Pengadilin NMepin Jakarts Puast. g memtetei
hal verschut, Pikok Kedun menyerijn balieg Pilok Perams sles plilimeye waviin
dapat mnembaie g perielivihan taresbn) ke Pongadila), * seern lae

Pemillelaslih, Perjanjizr ) b rarghep | ingal eematonm kg Enay ey

vy bakuatan ke yang stme oleh Pehak Peitasug cas Pk W enlm

Pileak Pertama
PT Pssan Atnn Firanes

Pilad Kodoa
(komakingen |

Mastyemipe

01 i
BARRCH HE 4D

LI UPT PERPUSTAYARH

UNIVERSITAS JEMBER

o ——— S —



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

